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BAB I 
PEMIKIRAN DAN MODEL  
GERAKAN ISLAM MINORITAS THAILAND 
(STUDI ANTROPOLOGI-FENOMENOLOGI) 
 
 
A. Latar Belakang  
Penelitian ini akan mengkaji fenomena gerakan keagamaan dan pemikiran 
Islam atau disingkat GKPI, di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang 
berbeda. Gerakan ini dikategorikan sebagai gerakan “unik-spesifik” dengan 
pendekatan antropologi-fenomenologi (phenomenological anthropology)1. 
Pemilihan pendekatan fenomenologi didasarkan bahwa banyak studi tentang 
gerakan keagamaan berhenti pada level labelisasi dengan pendekatan etik. 
Labelisasi tersebut menunjukkan bahwa, para peneliti masih menempatkan 
dirinya sebagai “the other”. Semakin asing dan keras label yang diberikan, 
semakin menunjukkan tingkat “the otherness” tersebut. Oleh karena itu, 
penelitian ini akan menekankan pada pemahaman dan kesadaran menurut sudut 
pandang tineliti (obyek), bukan sudut pandang peneliti. 
Studi ini menfokuskan pada gerakan Islam dan pemikirannya yang 
berkembang dan tetap eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat Budha di 
Bangkok Thailand. GKPI Bangkok menarik perhatian peneliti sebagai aktivis 
dan pengamat sosial keagamaan, terutama beberapa tahun terakhir yang seakan-
akan menunjukkan eksistensi dan progresifitasnya. Pada masa-masa krisis 
politik Thailand, GKPI yang digawangi oleh para tokoh Muslim yang dianggap 
“kontroversial” terhadap mayoritas dan aktivis dakwah di beberapa daerah di 
Thailand, menjadi kekuatan baru yang sangat terkenal di Thailand, bahkan 
menjadi headline berita di sejumlah media internasional. 18% Muslim Thailand 
berada di tiga provinsi paling selatan Thailand, yakni Yala, Pattani, dan 
Narathiwat. Sisanya, menyebar di seluruh Thailand. Konsentrasi Muslim 
                                                          
1 Istilah ini untuk membedakan dengan fenomenologi dalam ilmu sosiologi yang dirumuskan oleh 
Alfred Schutz. Kajian lebih lanjut ada dalam kerangka teori penelitian ini. 
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terbesar berada di Ibu Kota Bangkok dan seluruh wilayah selatan. Populasi yang 
berada di Provinsi Setun yang berbatasan dengan Malaysia juga didominasi 
Muslim. Menurut sensus tahun 2000 , 94% dari populasi penduduk Thailand 
adalah Budha dan 5% adalah Muslim. Lembaga swadaya masyarakat ( LSM ), 
akademis, dan kelompok agama mengklaim bahwa 85 sampai 95% dari populasi 
adalah Buddha Theravada dan 5-10% adalah Muslim. Selain itu ada kelompok 
minoritas lain, kurang dari 5% dari populasi adalah animisme, Kristen, 
Konghucu, Hindu, Yahudi, Sikh dan populasi Tao. Buddhisme Theravada 
merupakan agama yang dominan, bukan sistem kepercayaan eksklusif. Sebagian 
besar umat Buddha menggabungkan Brahmin - Hindu dan praktek animisme.2  
Mereka imigran yang berasal dari Cina, Pakistan, Kamboja, Bangladesh, 
Malaysia dan Indonesia. Ada juga yang merupakan warga Thailand asli. Sekitar 
dua pertiga Muslim di Thailand berasal dari Malaysia. Sementara itu, pada tahun 
2004, populasi masyarakat Muslim Thailand berjumlah empat juta dari 62 juta 
penduduk. 80% dari penduduk Muslim tinggal di lima daerah selatan, seperti 
Yala, Narathiwat, Pattani, Songkhla dan Satun.3  
Ilustrasi ini sekaligus menujukkan bahwa, Thailand merupakan negara 
dengan masyarakat yang heterogen. Meskipun mayoritas masyarakat Thailand 
beragama Budha, sebagai agama resmi negara tersebut, namun demikian 
beberapa dari populasi masyarakat Thailand adalah Kristen, Konghucu, Hindu, 
Yahudi, Sikh dan Taoisme, bahkan banyak yang memperkirakan bahwa hingga 
10 persen dari 64 juta penduduk Thailand adalah Muslim.  
Masyarakat Muslim merupakan kelompok minoritas di Thailand. Meskipun 
menjadi kelompok minoritas setelah populasi etnis Cina, namun masyarakat 
Muslim Thailand merupakan gabungan dari beberapa etnis, diantaranya: Persia, 
Cham (Kamboja Muslim), Bengali, India, Pakistan, Cina dan Melayu (sebagian 
besar). Hal ini tentu membuat masyarakat Muslim di Thailand lebih berwarna 
                                                          
2 International Religious Freedom Report for 2011 United States Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights and Labor, 2. 
3 Asia-Facisic Centre for Security Studies, Asia-Facisic Security Studies, Troble in Thailand's 
Muslim South Sparatism not Global Terrorism, Vol. 3 number 10, December 2004. 
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dan lebih memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat 
Muslim di Indonesia dan Malaysia. Meskipun mereka (Muslim Indonesia dan 
Malaysia) beragam dari berbagai etnis, tetapi mereka di kedua negara itu 
merupakan kelompok mayoritas.4 Oleh karena itu, posisi Muslim Thailand yang 
minoritas dan berada pada posisi "nasib" yang sama, maka sudah barang tentu 
ada ikatan dan cara atau tradisi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 
Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Muslim Indonesia dan Malaysia sangat 
mudah menemukan pola interaksi yang menjadi jembatan untuk 
mengekspresikan atau mempresentasikan gagasan-gagasan mereka, sehingga 
praktis kendala yang ditemui tidak signifikan. Namun, Muslim Thailand 
mungkin akan menemui kesulitan untuk menjadi bagian yang terintegrasi dari 
budaya Thailand. Akibatnya sejumlah besar gerakan yang mengusung 
pemisahan diri dari Thailand muncul. Penetrasi gerakan-gerakan politik 
seringkali menimbulkan ketegangan antara kelompok minoritas Muslim dengan 
penguasa. Puluhan tahun konflik dan bentrokan telah menciptakan urgensi baru 
untuk mencari solusi alternatif atas ketegangan kedua pihak tersebut.  
Gerakan Muslim Thailand didasarkan pada fakta sejarah bahwa, jauh 
sebelum pembentukan Thai Kingdom dan dicaplok ke dalam kekuasaan 
Kerajaan pada akhir abad ke-18, masyarakat Muslim merupakan masyarakat 
yang hidup di bawah kekuasaan Islam,5 karena   itu, mereka menentang 
penggabungan ini. Mereka ingin mengembalikan kekuasaan mereka kepada 
kekuasaan Islam atau justru mereka akan memerintah diri sendiri. Konflik demi 
konflik dilalui oleh masyarakat Muslim di Tahiland. Sementara itu pemerintah 
                                                          
4 Imtiyaz Yusuf, Ethnoreligious and Political Dimensions of the Southern Thailand Conflict in Islam 
and Politics Renewal and Resistance in the Muslim World, editor Amit Pandya Ellen Laipson (The 
Henry L. Stimson Center 1111 19th Street, NW, 12th Floor Washington, DC 20036), 43. 
5 Periode itu merupakan upaya Phya Tak mengembalian beberapa ukuran pemerintah pusat di 
Siam setelah Ayutthaya dihancurkan oleh Burma pada tahun 1767 M. Periode ini segera diikuti 
dengan pembentukan dinasti Chakri di Bangkok pada tahun 1782 M. Lihat! Omar Farouk Bajunid, 
The Muslims in Thailand: A Review (Southeast Asian Studies, Vol. 37, No.2, September 1999), 219. 
 
4 
 
cenderung melihat konflik sebagai akibat dari radikalisme Islam yang 
dipraktekkan oleh kaum militant Islam yang digerakkan dari daerah di selatan 
Thailand. Namun belakangan pemerintah mempertimbangkan kembali 
kebijakan integrasi. Salah satu cara integrasi damai Muslim Melayu ke Thailand 
dapat dicapai jika pemerintah memberikan Muslim Melayu otonomi untuk 
memerintah diri mereka sendiri. Hampir-hampir mirip dengan yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh. Aturan otonomi daerah khusus yang 
berbasis pada penerapan syari’at Islam sebagaimana yang diinginkan 
masyarakat Muslim. Hal ini tentu akan lebih sesuai dengan realitas budaya dan 
sosial masyarakat tersebut. Selain itu, barangkali otonomi ini sekaligus dalam 
rangka mewujudkan kebebasan dan pemberian hak beragama kepada 
masyarakat Muslim Thailand pada umumnya, tidak hanya yang ada di selatan. 
Otonomi ini juga dimungkinkan sebagai sebuah aksi riil pemerintah Thailand 
untuk menerapkan kebijakan yang tidak terfokus pada aksi militer, sehingga 
diharapkan lebih meningkatkan budaya menghormati penduduk Muslim selatan. 
Asimilasi dan kebijakan integrasi merupakan jantung dari konflik di Thailand 
selatan.  
Perkembangan pergerakan Islam di berbagai aksi pemikiran dan modelnya 
yang begitu unik dan cepat di beberapa daerah di Thailand saat ini merupakan 
fenomena yang menarik untuk diteliti. Yang lebih menarik lagi, walaupun GKPI 
telah distigmatisasi ”negatif” oleh pemberitaan media massa, akan tetapi GKPI 
tetap mampu mengembangkan daya jelajahnya ke daerah-daerah. Menurut hasil 
pengamatan awal  peneliti, perkembangan GKPI sebagai sebuah gerakan 
keagamaan Islam didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, GKPI mampu 
mengadopsi manhaj (cara, metode) baru dalam mengembangkan partisipasi dan 
mensosialisaikan gagasan serta paham keagamaannya. Menurut hasil 
wawancara peneliti dengan ust. Ayyub seorang tokoh Muslim di Krabi, bahwa 
di samping melalui daurah-daurah di Masjid dan Daerah Perwakilan, GKPI  
juga mensosialisasikan paham keagamaanya melalui media pesantren dan karya-
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karya tulis, seperti buku pedoman ibadah.6 Kedua, GKPI secara perlahan-lahan 
mampu merebut simpati khalayak di tengah kebingungan umat dalam memaknai 
perubahan sosial, politik dan budaya serta kurangnya role model dari ulama dan 
asatidz bagi umat. Di tengah kerinduan spiritualitas keagamaan, ulama dan 
pengurus GKPI selalu turun kedaerah-daerah untuk menyapa masyarakat 
Muslim Thailand, bahkan menurut ust. Ayyub juga terlibat aktif keliling untuk 
menghidupkan gerakan-gerakan keagamaan dan mengisi daurah-daurah 
(pelatihan).7 Inilah hal yang menarik peneliti untuk menelaah, bagaimana model 
gerakan keagamaan dan pemikiran Islam dan sosialisasinya ke tengah-tengah 
masyarakat non-Muslim. Peneliti berasumsi, bahwa gerakan Islam GKPI 
mempunyai model dan paham keagamaan yang unik dan tidak monolitik serta 
di dalam praksisnya mereka berbeda jalan perjuangan, model gerakan dan 
prioritas gerakan dibanding dengan agama-agama lain yang sering dikategorikan 
sebagai gerakan “minoritas” Thailand. 
Selain itu, penelitian ini berusaha menjelajahi asal, paham dan gerakan 
keagamaan dalam konteks relasi internal dan kondisi sosial yang lebih luas yang 
pada gilirannya membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan 
diskursus Islam dan gerakan keagamaan di Thailand. Mengingat bahwa,  di 
Thailand saat ini telah terjadi kesetaraan hak dan kewajiban antara Buddha dan 
Muslim. Mereka berbagi struktur homolog dan tidak ada perbedaan dalam 
bidang politik, ekonomi dan sosial. Hubungan sosial diatur sesuai dengan 
parameter local yang berjalan secara timbal balik dan redistributif, sedangkan 
integrasi orang asing di sistem lokal melalui integrasi antara kelompok mayoritas 
dengan kelompok minoritas telah mengasilkan  mekanisme penting. Selain 
faktor sejarah, Muslim Thailand berbahasa Muslim terpinggirkan dalam 
berbahasa Melayu Ruang publik Muslim. Berbahasa Melayu yang masih 
menggunakan bahasa Melayu sering menganggap sebagai kelompk inferior. 
                                                          
6 Disarikan dari wawancara dan diskusi bebas dengan Ust. Ayyub seorang tokoh Muslim Krabi 
Thailand, 2014. 
7 Wawancara dengan ustadz Ayyub 2014. 
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B. Identifikasi Masalah 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 
perkembangan dan model gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim 
Thailand yang semakin lama semakin mendapatkan posisinya, tidak hanya di 
daerah selatan sebagai gerakan social, tetapi juga di parlemen pemerintahan. 
Oleh karena itu, penelitian ini harus memiliki tujuan dan sasaran penelitian yang 
signifikan, maka perlu dilakukan identifikasi masalah. Masalah penelitian ini 
dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya, dilihat dari sisi aspek 
lokasi, waktu, biaya, kemampuan peneliti maupun kontribusi yang akan 
diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan pengetahuan. Mislanya, 
dari aspek loksi, Thailand adalah negera dengan mayoritas Budha sebagai agama 
resmi negara, tetapi di dalamnya juga hidup dan aktif masyarakat minoritas, 
terutama Islam. Agama dan bahasa memegang peran sentral bagi kesadaran 
identitas masyarakat Thailand Selatan. Bahasa dan agama adalah representasi 
dan simbol kedirian (selfness) kolektif yang akan selalu dipertahankan, apalagi 
dalam konteks rivalitas etnis. Kontestasi simbol-simbol kultural yang 
diwujudkan dalam bentuk agama dan bahasa menjadi semakin kuat ketika 
pemilik simbol berada pada posisi minoritas dan marjinal.   
Gerakan keagamaan yang dibungkus dalam nuansa etnis yang berlangsung 
di Thailand selama ini bukan hanya merupakan antara agama, tetapi juga 
perjuangan menentukan identitas. Pertikaian abadi antara etnis Thai vs Melayu, 
dan Budha vs  Islam, pada fase selanjutnya hampr tidak bisa dibedakan. 
Pemenuhan tuntutan masing-masing pihak sulit untuk disatukan dalam satu 
kerangka kebersamaan. Jika ada ketengan di sana, maka sebenarnya yang terjadi 
adalah proses saling mengintai, tidak benar-benar selesai. Aksi-aksi spionase 
inilah yang sulit untuk dilihat secara riil. Namun demikian, perubahan akhir-
akhir ini yang terjadi di tingkat elite dan kedua etnis tersebut nampaknya menuju 
kepada sesuatu yang lebih konstruktif antara Melayu dan etnis Thai dan antara 
Muslim dan Budha. 
C. Batasan Masalah 
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Peneliti harus melakukan pembatasan masalah berkaitan dengan pemilihan 
masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasikan di atas. Dengan 
demikian, peneliti berharap masalah yang telah dibatasi menjadi lebih khusus, 
lebih sederhana dan gejalanya akan lebih muda kita amati karena dengan 
pembatasan masalah maka seorang peneliti akan lebih focus dan terarah 
sehingga tau kemana akan melangkah selanjutnya dan apa tindakan selanjutnya.8  
Dari sekian komplek dan luas masalah gerakan Islam dan pemikirannya di 
Thailand, penelti hanya akan membatasi masalah dan fokus pada penelitian 
seputar gerakan Islam dan model pemikirannya di daerah minoritas (Thailand) 
perspektif fenomenologi dan antropologi. Antropologi dan fenomenologi 
nantinya akan menjadi instrumen penting untuk mengulas penelitian ini. Oleh 
karena itu, peneliti tidak akan masuk ke wilayah politik, meskipun nantinya 
sedikit akan menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan politik di Tahiland, 
tetapi yang sesungguhnya terjadi hanyalah pengayaan untuk memperjelas data 
saja. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan di atas, bahwa penelitian tentang gerakan keagamaan 
dan pemikiran Islam akan dikaji dengan perspektif antropologi-fenomenologi 
dengan harapan aspek-aspek yang berkenaan dengan pemahaman dan 
kesadaran tineliti (obyek), pola sosialisasi dan internalisasi, pembentukan dan 
reproduksi makna, relasi sosial dan kuasa, serta model gerakannya  bisa 
diungkap. Ada tiga permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Bagaimana paham gerakan keagamaan dan pemikiran Islam Thailand, apa 
karakternya dan bagaimana relasi internal berlangsung di dalamnya? 
                                                          
8 Muh. Tahir, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan (Universitas Muhammadiyah Makassar, 
2011), 19. 
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2. Mengapa gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand muncul dan 
menjadi gerakan keagamaan “minoritas” dalam relasinya dengan kondisi 
sosial dan politik nasional? 
3.  Bagaimana pola pengembangan gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di 
Thailand? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 
gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand? 
 
E.  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap aspek-aspek yang 
melatarbelakangi gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand menjadi 
komunitas ”minoritas”,  model gerakan keagamaan dan pemikiran Islam, pola 
gerakan dan model pengembangnya serta menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi menguatnya trend gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di 
Thailand. 
 
F.  Signifikansi Penelitian 
Kajian tentang gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand ini 
penting untuk dilakukan, bukan hanya mengapa gerakan ini muncul, tetapi juga 
bagaimana proses sosial kemunculan dan eksistensinya serta bagaimana 
pemahaman dan pemaknaan gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di 
Thailand. Selanjutnya, gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand 
tersebut dikorelasikan dan diasosiatifkan dengan konteks yang lebih luas baik 
sosial, budaya dan politik dan kemudian diinterpretasikan. Arti penting 
penelitian ini adalah : 
1. Tersedianya pemetaan analisis tentang gerakan keagamaan dan pemikiran 
Islam di Thailand dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
menguatnya trend paham keagamaan model ini yang di Thailand sering 
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dikategorikan sebagai  “fundamentalism threat” sekaligus “uniq threat” 
serta menverifikasi “stigma” tersebut berdasarkan data yang akurat dan 
komprehensif. 
2. Terumuskan model pemikiran untuk dialog dan program kebijakan 
alternatif guna menghadapi gejala sosio-religius yang berkembang dewasa 
ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kerangka Teori 
Berbagai istilah digunakan olah para ilmuan untuk menggambarkan 
gerakan keagamaan muslim. Azumardi Azra, Bassam Tibi dan Youssef M. 
Choueri menggunakan istilah fundamentalisme. Zainudin Fanani, Khamami 
Zada dan Muhammad Wildan menggunakan istilah radikal. Sedang Mahmud 
Ismail lebih memilih kata Islamiyyun (Islamist). Persoalaannya seperti peneliti 
sebutkan sebelumnya, bahwa gerakan Islam yang sangat kompleks tersebut 
hanya berhenti pada labelisasi, bahkan terkadang stigmatisasi. Padahal labelisasi 
tidak akan mendatangkan pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, 
penelitian ini akan melihat fenomena gerakan gerakan Islam dan pemikirannya 
yang berkembang dan tetap eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat Budha 
Thailand. dengan perspektif antropologi-fenomenologi.  
Agama merupakan instrument simbolik dari sebuh respon atau ekspresi 
individu maupun kelompok untuk mengungkapkan sesuatu yang diyakini 
sebagai sebuah nilai. Ekspresi simbolik merupakan karakteristik utama dalam 
memahami makna agama. Data-data yang digunakan diperoleh melalui 
pengamatan terhadap kehidupan dan kebiasaan keagamaan masyarakat Muslim 
Thailand ketika mengungkapkan sikap-sikap keagamaannya dalam tindakan-
tindakan seperti politik, tradisi, konsep-konsep asimilasi religiusitas ke dalam 
norma-norma social sebagai kelompok minoritas.9  
Fenomenologi  (phenomenology) adalah aliran filsafat yang dirintis oleh 
Edmund Husserl,10 walaupun istilah ini telah muncul dalam wacana filsafat sejak 
tahun 1765. Makna fenomenologi menjadi semakin jelas setelah Hegel 
                                                          
9 Mariasuasai Dhavamony, Fenomenologi Agama, terj. Tim Studi Agama Drikarya (Yogyakarta: 
Kanisius, 1995), 21. 
10 Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological 
Philosophy (Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 1993). 
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merumuskan sebagai knowledge as it appers to consciousness (pengetahuan 
sebagaimana pengetahuan itu tampil atau hadir terhadap kesadaran). Husserl 
berpendapat bahwa setiap individu selalu memiliki “kesadaran akan” atau 
“tentang sesuatu” hal. Disini ada dua aspek kesadaran yang saling yaitu proses 
sadar (the process of being conscious = cogito) yang wujudnya bisa bermacam-
macam seperti mengingat, melihat dan menilai dan obyek dari kesadaran 
tersebut (cogitatum). Kesadaran selalu mengandung maksud, punya tujuan, 
karena kesadaran ini selalu merupakan “kesadaran tentang sesuatu” . Dengan 
kata lain bahwa “kesadaran akan” atau “tentang sesuatu’ hal dibentuk oleh sadar 
yang telah mengandung maksud, yang ditujukan pada dunia kehidupan (life 
world) membentuk makna. Oleh karena itu, fenomenologi sebagai wacana 
tentang fenomena harus memberikan suatu deskripsi setepat mungkin tentang 
apa yang hadir dan ada dihadapan kesadaran. Deskripsi ini harus lengkap dan 
dilakukan oleh kesadaran atau oleh subyek yang sepenuhnya sadar yang 
menjelaskan apa yang dikatakan atau ditulis. 
Manurut Laughlin, pengaruh filsafat fenomenologi dalam antropologi 
sebenarnya relatif kecil, karena antropologi dengan nuansa fenomenologi 
sebenarnya sudah lama hadir. Antropologi yang fenomenologis 
(phenomenological anthropology) adalah antropologi yang mempelajari 
kesadaran sosial, yang melibatkan banyak orang atau mencakup banyak orang, 
bukan kesadaran individual yang menjadi ranah kajian psikologi. Oleh karena 
itu kesadaran yang dimaksudkan di sini adalah kesadaran yang merujuk pada 
pernyataan Emile Durkeim tentang collective consciousness atau collective 
representations.  
Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan perspektif kesadaran 
pelaku atau tineliti (obyek yang diteliti), artinya deskripsi mengenai gejala 
tersebut tentang apa yang ada dalam kesadaran manusia mengenai sesuatu yang 
ada dihadapan atau disekeliling mereka, yang dalam konteks penelitian ini 
adalah komunitas gerakan Islam dan pemikirannya yang berkembang dan tetap 
eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat Budha di Thailand. Oleh karena 
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itu, penelitian ini tidak mempelajari tentang gerakan Islam dan pemikirannya 
yang berkembang dan tetap eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat Budha 
di Thailand, tetapi belajar dalam gerakan Islam dan pemikirannya yang 
berkembang dan tetap eksis di tengah-tengah mayoritas masyarakat Budha di 
Thailand tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Geertz11 bahwa para 
antropolog tidak mempelajari tentang desa-desa, tetapi belajar dalam desa-desa. 
Geertz menegaskan agama sebagai simbol dapat saja menyatukan perasaan atau 
nasib pada diri setiap indinidual kemudian menyatu dan mebentuk komunitas 
dengan kesadaran yang sama, sehingga menuntun mereka kepada kebenaran 
kolektif yang harus direalisasikan. 
Memahami gagasan Geertz tentang agama sebagaimana tersebut di atas, 
bisa diterapkan dalam melihat aktivitas beragama masyarakat Muslim Thailand. 
Islam atau Melayu sebagai warga kelas dua disimbolkan sebagai masyarakat 
inferior (kurang terdidik, kurang terbuka dalam berpikir), sehingga sulit 
menciptakan interaksi yang sempurna antara tradisi keagamaan Muslim dengan 
Budha. Penguasa (Budha) melihat simbol, ide, ritual dan adat kebiasaan 
masyarakat Muslim Melayu seakan menemukan unsur agama yang 
mempengaruhi setiap aktivitas masyarakat Muslim Melayu.  
 
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 
Menurut hasil prior research peneliti bahwa belum ada satu pun penelitian 
tentang gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand. Beberapa 
penelitian tentang gerakan Islam di seluruh Thailand seperti artikel-artikel kecil, 
singkat dan pendek seperti  artikel-artikel skripsi, tesis atau ulasan mengenai 
Islam Thailand Selatan dan Wikipedia sama sekali tidak menyinggung tentang 
gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand.  
 
                                                          
11 Geertz, Clifford, Interpretation of Cultures (New York: Basic Books, Inc: 1973), 90. 
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C. Kerangka Berpikir 
Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu deskripsi yang utuh atau 
memberikan  suatu gambaran kekinian tentang gerakan masyarakat Muslim di 
Thailand. Karena sifatnya hanya mendeskripsikan dan memberikan gambaran 
terbaru atas perkembangan masyarakat Muslim di Tahiland, maka waktu yang 
dibutuhkan oleh peneliti tidak terlalu lama. Begitu juga dengan biaya yang 
tersedia. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, langkah awal peneliti 
dalam memulai penelitian adalah merumuskan masalah yang akan diteliti. 
Peneliti menilai tahap ini peneliti merupakan tahapan paling penting dalam 
penelitian, karena jalannya penelitian akan dibatasi oleh perumusan masalah 
yang merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan, 
sehingga menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan seputar subyek 
penelitian. Gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand akan dikaji 
dengan perspektif antropologi-fenomenologi dengan harapan aspek-aspek yang 
berkenaan dengan pemahaman dan kesadaran tineliti (obyek), pola sosialisasi 
dan internalisasi, pembentukan dan reproduksi makna, relasi sosial dan kuasa, 
serta model gerakannya  bisa diungkap. Setelah menetapkan berbagai aspek 
masalah yg dihadapi, peneliti mulai menyusun informasi mengenai masalah 
yang akan dijawab menjadi suatu perumusan masalah. Untuk itu, diperlukan 
perumusan tujuan penelitian yang jelas, yaitu untuk mengungkap aspek-aspek 
yang melatarbelakangi gerakan keagamaan dan pemikiran Islam di Thailand 
menjadi komunitas ”minoritas”,  model gerakan keagamaan dan pemikiran 
Islam, pola gerakan dan model pengembangnya serta menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi menguatnya trend gerakan keagamaan dan pemikiran Islam 
ke daerah-daerah di Thailand. Peneliti berusaha mencari informasi berkaitan 
dengan penelitian yang bersumber dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di 
lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-
pertemuan ilmiah (diskusi dan wawancara) serta pernyataan para pemegang 
otoritas di Thailand.  
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Pada sesi terakhir, peneliti akan menguraikan permasalahan mulai dari 
permasalahan secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang 
lebih khusus dan spesifik. Dari segi fenomenologi penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gejala-gejala keyakinan dan gerakan atau tradisi Islam Thailand 
yang sedang berinteraksi dengan Budah. Oleh karena itu yang dapat diperoleh 
dari fenomenologi adalah hakikat yang sama dari gejala yang berbeda. 
Sedangkan dalam perspektif antropologi memiliki kekhasan dan berbeda dengan 
kajian teologi agama. Karena, antropologi cenderung mengkajinya dari sudut 
tradisi msyarakat dalam keyakinan masyarakat Thailand itu sendiri.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
A. JenisPenelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian 
ini akan menekankan pemahaman mengenai fenomena keagamaan dalam 
kehidupan masyarakat Muslim Thailand berdasarkan kondisi realitas 
atau natural setting yang kompleks dan rinci. Setting penelitian ini adalah 
fenomena lapangan keagamaan di Thailand, sehingga untuk menjawab rumusan 
masalah di atas, peneliti akan menggunakan data dokumen, verbal 
danbehavioral. Berangkat dari gagasan-gagasan tersebut di atas, nampaknya 
peneliti lebih cenderung kepada penelitian kualitatif yang bertumpu pada jenis 
observasi alami (natural observation) dan fenomenologi (phenomenology). 
Melalui observasi komprehensif di dalam kelompok minoritas Muslim 
Thailand peneliti berusaha menemukan jawaban mengenai bagaimana perilaku, 
respon, interaksi dan model gerakan minoritas Muslim Thailand dalam ruang 
heterogen dan ruang homogen berkaitab dengan hal-hal sosial, agama dan 
politik. Dengan melakukan model ini, peneliti berusaha menggambarkan 
genuine partdari sebuah gerakan minoritas Muslim Thailand secara intrinsik 
fenomen-fenomen dan secara ekstrinsik sebagaimana fenomen-fenomen itu 
sendiri. Peneliti harus bertolak dari subyek (manusia) serta kesadarannya dan 
berupaya untuk kembali kepada “kesadaran murni” dengan membebaskan diri 
dari pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan 
penelitian. 
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B. Lokasi danWaktuPenelitian 
Penelitian lapangan ini akan dilakukan di Thailand, sebab data yang 
diperlukan memang ada di negara ini. Dalam penelitian lapangan ini yang 
menjadi sumber primer adalah para tokoh atau ulama Thailanddan kelompok 
masyarakat yang berada di dalam komunitas Muslim Thailand yang akan 
ditentutakan dengan cara cluster sampling dan purposive sampling. 
 
C. Subyek dan Informan Penelitian 
Untuk memperoleh pendalaman, penelitian ini diawali dengan penelusuran 
data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Di antara data primer 
kepustakaan adalah buku, Video, CD/DVD yang terkaitdan jurnal atau artikel. 
Dalamprior research, peneliti telah mendapatkan beberapa referensi awal 
sebagai pendamping yang diambil dari internet dalambentuk PDF dan video-
video kegiatan masyarakat Thailand dalam bahasa Inggris. Sedangkan data 
sekundernya adalah jurnal, media elektronik dan cetak, juga media internet yang 
memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi 
sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. 
Untuk mendapatkan deskripsi tineliti (obyek) yang  lengkap, maka 
dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara 
mendalam dan observasi partisipasi. Wawancara Mendalam (in-depth Interview) 
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 
kepada informan-informan terkait. Ada dua bentuk wawancara yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Keduanya 
untuk menanyakan pendapat, pandangan dan sikap masyarakat Muslim Thailand 
tentang gerakan keagamaan, pemikiran, karakteristik ajarannya, strategi gerakan 
dan pengembangannya. Sementara observasi partisipasi diharapkan bisa 
menemukan aspek-aspek yang belum terungkap dalam wawancara mendalam. 
Aspek-aspek yang akan diobservasi adalah latar belakang sosio-historis, pola-
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pola interaksi, asimilasi dan sosialisasi, media, proses internalisasi dan relasi 
sosialnya. 
D. Keabsahan Data 
Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, 
yaitu dengan cara mengecek data tertentu dengan data yang diperoleh dari 
sumber lain.12 Data yang diperoleh dianggap semakin valid, maka data tidak 
hanya berasal dari satu sumber saja. Selain itu, agar data yang diperoleh itu dapat 
dipercaya, maka informasi atau data yang diperoleh dari dokumentasi atau 
referensi lain juga masih dilakukan pengecekan atau klarifikasi data melalui 
sebuah metode cross reference. 
 
E. TeknikAnalisa Data 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan antropologi-
fenomenologi yang lebih menekankan pandangan hidup tineliti, sehingga 
peneliti hanya bertugas untuk mengorek informasi dan mendeskrepsikan apa 
yang ada dalam kesadaran tineliti. Oleh karena itu, analisis data menggunakan 
model grounded research yakni analisisnya didasarkan pada data yang ada, 
bukan pada berbagai ide yang ditetapkan sebelumnya, sehingga hasil yang 
diperoleh sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan data yang barus masuk. 
Analisis selanjutnya akan dilakukan interpretasi berupa pemberian makna 
terhadap fakta sosial budaya yang ada melalui keterkaitan antara berbagai 
fenomena yang ada.Langkah ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan 
mengkategorisasi data sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam 
penelitian. Dari data yang sudah terkumpul dan terkategorisasi tersebut, 
kemudian diolah sesuai dengan karakteristik yang dituju dalam penelitian. 
Langkah terakhir adalah mengolah dan menganalisis data. Hal ini merupakan 
                                                          
12S. Nasution, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: Tarsito, 1996), 15 
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sebuah konsekuensi logis dari penelitian kualitatif yang datanya selain 
dideskripsikan, juga dianalisis secara sistematis dan obyektif.13 
Semua data yang sudah terkumpul, maka untuk memahami data, secara 
kritis seberapa jauh sistem gerakan dan pemikiran umat Islam Thailand dapat 
mempengaruhi elit intelektual dan kekuasaan yang dominan. Adapun 
pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fenomenologis-
antropologis. Pendekatan ini dipakai berdasarkan asumsi bahwa, secara 
fenomenologis, gerakan masyarakat minoritas dianggap sebagai bagian dari 
fenomena konstruktif dan secara antropologis, dianggap sebagai bagian dari 
budaya masyarakat.  
Sedangkan, prosedur pencapaian tema penelitian ini akan disusun melalui 
beberapa langkah yang dilakukan. Pertama, reduksi data yaitu, dengan 
mengolah data yang diperoleh sehingga berbentuk uraian atau laporan terinci 
dan sistematis. Laporan ini nantinya, akan terus menerus bertambah. Agar terjadi 
kesulitan yang menumpuk, maka apabila ada penambahan data akan dilakukan 
analisis sejak awal. Laporan-laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, 
dipilah-pilah sesuai dengan kategori dengan menentukan hal-hal yang pokok, 
yang ada kaitannya dengan fokus kajian secara signifikan, difokuskan pada hal-
hal yang penting dicari tema atau polanya, kemudian berikutnya dan begitu 
seterusnya.  
Kedua, reduksi data yang dihasilkan disusun secara sistematis, sehingga 
sesuai dengan fokus penelitian. Hasil tersebut disusun secara naratif, sehingga 
peneliti tidak mengalami kesulitan dan dapat menarik kesimpulan atau 
pengambilan tindak lanjut, meskipun masih bersifat sementara. Menurut Miles 
dan Huberman komponen utama dalam proses analisis penelitian kualitatif 
meliputi reduksi (pemotongan) data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
                                                          
13Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan yang menampilkan tiga syarat: 
obyektif, sistematis dan generalisasi. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi IV, 
(Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68. Lihat juga! Eriyanto, Analisis Wacana, Pengantar Analisis 
Teks Media (Yogyakarta: Lkis, 2001), 93-102. 
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Sesuai dengan tipe penelitian kualitatif yaitu kerja detektif  (tidak diketahui 
orang) maka proses analisa dalam penelitian ini akan dilakukan secara 
bersamaan dalam proses pengumpulan data, atau menggunakan model analisis 
mengalir (flow model analysis).  
Reduksi data akan dilakukan sejak proses pengumpulan data belum 
berlangsung, diteruskan pada waktu pengumpulan data, dan bersamaan terjalin 
dengan sajian data dan verifikasi data. Tiga komponen itu mengalir dan tetap 
saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data berakhir, sampai dengan 
proses penulisan laporan penelitian selesai. Dapat dijelaskan, bahwa begitu 
peneliti menyusun data lengkap, reduksi data segera dibuat dan diteruskan 
dengan penyajian data. Dari membaca sajian data yang berupa deskripsi dengan 
berbagai pendukungnya (tabel dan matrik), peneliti menyusun kesimpulan 
sementara. 
Karena itu, kesimpulannya bersifat sementara. Maka, begitu mendapatkan 
data baru dengan pemahaman baru, perubahan kesimpulan sementara akan dapat 
cepat dilakukan. Demikian seterusnya perjalanan pengumpulan data dan analisis 
berjalan bersamaan, sampai seluruh data selesai dikumpulkan. Pekerjaan peneliti 
dalam menyusun laporan, sebagian besar hanya menyunting sajian data yang 
ditulis untuk dijadikan sajian data dalam hasil kajian akhir.Dengan melakukan 
cara analisis semacam ini, peneliti tidak akan banyak kehilangan waktu dalam 
menyusun kesimpulan akhir. Penelitian model 
inidapatdijelaskandenganskemaberikut: 
 
masa pengumpulan data  
Penulisan hasil penelitian reduksi data 
sajian data  
Penarikan kesimpulan  
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BAB IV 
ISLAMISASI SPRIRITULITAS DAN PENDIDIKAN KAUM MINORITAS 
 
 
Dalam konteks Thailand, istilah kaum minoritas bermula dari sebuah historis 
yang panjang. Berawal dari sebuah kerajaan yang dikebnal dengan Kerajaan Patani. 
Kerajaan Patani secara resmi dimasukkan ke dalam Kerajaan Siam (Thailand) 
sekitar 100 tahun yang lalu. Meskipun kerjaan ini seringkali melakukan 
pemberontakan akan tetapi, nampaknya pihak Siam tidak memperdulikannya. 
Resistensi ini tidak hanya pada level perjuangan tentang kekerasan plotik tetapi juga 
telah melibatkan berbagai aspek identitas, seperti agama, bahasa dan sejarah. 
Sementara hak penduduk daerah untuk mengklaim secara hukum menentukan nasib 
sendiri di bawah hukum internasional adalah lemah, pemahaman yang lebih luas 
untuk menentukan nasib sendiri mungkin dapat mendukung konsep pengaturan 
otonomi daerah dalam negara Thailand. Prima facie, pengaturan otonomi memiliki 
potensi untuk mengatasi banyak keluhan dari masyarakat Melayu-Muslim di 
wilayah Patani. Ada juga sekarang beberapa contoh Asia Tenggara positif dari 
solusi otonomi dibuat dalam kondisi yang sama, khususnya Aceh dan Mindanao. 
Kemungkinan ini telah memasuki diskusi politik utama di Thailand dalam beberapa 
tahun terakhir. Namun, kepemimpinan yang kredibel dan berkomitmen akan 
dibutuhkan dari kedua belah pihak agar semacam kesepakatan negosiasi disepakati 
dan dilaksanakan. Pembicaraan antara kelompok pemberontak dan pemerintah 
Thailand mulai tahun 2013. Namun, ini telah menyoroti tantangan yang signifikan 
yang akan mengelilingi setiap proses perdamaian, khususnya sifat tersebar dari 
pemberontakan. 
Ketegangan antara pemerintah Thailand dengan kaum minoritas di Selatan 
telah memasuki babak baru. Pembicaraan damai antara pemerintah Thailand 
dengan kaum minoritas dari wilayah Patani selatan, sejak Maret 2013, telah 
memasuki  babak baru. Sejak dikuasai Kerajaan Thailand, umat Islam Melayu 
selalu melakukan pemberontakan dan perlawanan.Meskipun tidak secara fulgar 
menolak pemerintahan Thailand, sentimen pro-kemerdekaan di kalangan penduduk 
Melayu-Muslim hingga kini tidak pernah surut. Beberapa pihak mengajukan nota 
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perdamaian diantaranya konsep otonomi. Pekerjaan besar pemerintah Thailad 
adalah menjadikan kelompok-kelompok "pemberontak" itu masuk dan menjadi 
inherenke dalam bagaian pemerintahan, bukan sebagai yang head to head 
dengannya. Barangkali harus ada situasi analogi dengan beberapa kasus, Aceh 
(Indonesia) dan Moro (Filipina).  
Sejak abad 19, Siam mengalami perubahan yang cukup signfikan. Sebagai 
kekuatan kembar kolonialisme dan modernisasi, Siam berubah dari sebuah kerajaan 
menjadi negara. Dalam hal ini, identitas nasionalismebarangkali dapat 
mempertemukan perbedaan antara Thai Budha dengan Muslim Melayu. Selama 
lebih dari satu abad, kini orang-orang dari wilayah Patani telah menunjukkan 
ketahanan yang kuat dalam menghadapi konsep dominasi Thai-ness melalui 
kebijakan asimilasi aktif, terutama di bawah kepemimpinan nasional Marsekal 
Plaek Phibunsongkhram yang memerintah1938-1963. Perjuangan Thai Islam, 
menjadi "lemah" setelah muncul kebijakan tentang kebebasan beragama dan 
pangakuan pemerintah Thailand terhadap Islam dan budayanya di Thailand. Trilogi 
gerakan untuk mempertahankan Melayu sebagai bahasa dan budaya serta Islam, 
telah dipenuhi. Namun, yang tidak pernah disadari oleh Melayu Muslim adalah 
bahwa, diam-diam pemerintah telah menentukan kebijakan lain. Tujuannya sama, 
yaitu mengintegrasikan Muslim Melayu ke dalam satu kesatuan negara Thailand. 
Pemerintah Thailand telah mengintegrasikan sistem pendidikan nasional sebagai 
upaya untuk mengintegrasikan trilogy gerakan Melayu Muslim ke dalam satu 
kesatuan negara Thailand. Melalui sistem pendidikan nasional, maka wilayah-
wilayah yang menjadi basis perjuangan bagi gerakan pertahanan identitas Melayu 
Muslim, seperti Patani harus tunduk pada sistem tersebut. Nampaknya, dalam 
sistem pendidikan, hanya bahasa Thailand yang dijadikan sebagai bahasa 
komunikasi atau pengantar yang resmi oleh pemerintah. Pada akhirnya, hampir 
tidak ada yang terkecuali, setiap warga negara harus berkomunikasi dengan bahasa 
negara yang resmi, yaitu bahasa Thailand.  
Namun, bukan berarti tidak ada perlawanan dari Melayu Muslim. Generasi 
baru yang sering digambarkan sebagai gerakan “bawah tangan”, hingga saat ini 
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masih sering terjadi. Ironinya, gerakan ini sulit dicari pemimpinannya, namun 
mereka seringkali muncul secara sporadic dan misterius. Meskipun pemerintah 
tidak pernah meragukan bahwa, ini merupakan kelanjutan dari gerakan Melayu 
Muslim. Konsep otonomi dalam artian penentuan nasib sendiri, meskipun 
merupakan hak internal masing-masing negara, tetapi tidak ada salahnya menjadi 
bagian dari negosiasi politik. Apalagi, konsep otonomi sama sekali tidak 
bertentangan dengan semangat hak asasi manusia. Namun di sisi lain, tidak ada 
ketentuan khusus tentang bagaimana negara harus mendekati dan melakukan 
kompromi politik dalam negeri. Mindanao di Filipina dan Aceh di Indonesia adalah 
dua contoh kontemporer penggunaan pengaturan otonomi daerah dalam 
menyelesaikan perselisihan dan masalah penentuan nasib negeri sendiri tanpa 
kekerasan.  
Hanya saja, kasus Aceh mungkin agak berbeda, karena Aceh justru menjadi 
sumber dari mayoritas Islam di Indonesia. Ada dua tipe dalam struktur otonomi 
yang diatur dengan system pengaturan federal, di mana wialayah otonomi dan 
negara pusat memiliki kekuatan yang sama. Sementara tipe kedua, otonomi dengan 
sistem pengaturan otonomi daerah, di mana pusaat masih memiliki dominasi dan 
penentu utamanya. Hubungan keduanya merupakan hubungan yang 
memungkinkan untuk fitur yang tidak sama atau asimetris. Pendekatan yang 
terakhir ini adalah paling cocok untuk skenario etnis minoritas. Langkah ini tidak 
mesti harus dalam satu upaya dan menunjukkan hasilnya. Berbagai upaya seringkali 
menemui kegagalan dan tidak menemukan kesepakatan antara para pihak. 
Diperlukan ketekunan politik dan keadaan kondusif dari kedua belah pihak untuk 
menghasilkan sesuatu yang positif.  
Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan 
yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk mempertimbangkan 
penerapan sistem otonomi daerah bagi wilayah Patani. Setelah mengalami 
perdebatan yang panjang dan Tarik ulur hingga bergulir menjadi wilayah yang 
benar-benar wilayah politik, platform penciptaan zona administrasi khusus bagi 
provinsi-provinsi selatan Melayu-Muslim segera bisa dipastikan. Keputusan ini 
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menyusul pengumuman mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva yang sedang 
mempertimbangkan memungkinkan warga di wilayah tersebut untuk memilih 
wakil-wakilnya di jajaran pemerintah daerah mereka sendiri. Sistem yang sama 
yang berlaku untuk beberapa kota besar di Thailand. 
Meskipun diwarnai berbagai perdebatan, namun reformasi pemerintah telah 
menghasilkan angina segar di kalangan masyarakat sipil Thailand dan 
akademisinya. Nampaknya pemerintah Thailand pun belum yakin benar, apakah 
kelompok-kelompok pemberontak Patani akan menerima kompromi yang 
menghasilkan beberapa bentuk otonomi. Namun, pengaturan otonomi memang 
memiliki potensi untuk mengatasi problem klasik anatara komunitas Melayu-
Muslim dengan pemerintah Thailand. Keraguan minoritas Melayu adalah 
kewenangan mereka dalam beberapa hal prinsip seperti, peran mereka terhadap 
sistem pendidikan dan hak untuk menggunakan bahasa minoritas ketika berhadapan 
dengan otoritas sistem pendidikan nasional, serta penegakan hukum Syariah di 
kalangan mereka sendiri. Pengaturan otonomi yang paling mungkin untuk berhasil 
dinegosiasikan adalah ketika ada beberapa kelompok etnis bukan hanya satu atau 
dua yang terlibat, maka hal ini menguntungkan bagi pemerintahan pusat. Sebab, 
seringkali karena kepentingan antar etnis berbeda, maka target mereka juga 
berbeda. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan pusat. Pemerintah bisa 
saja melakukan negosiasi dengan semuanya secara bersamaan, atau secara parsial 
demi mendapatkan keuntungan secara sepihak. Hal ini jelas sangat berbahaya di 
selatan Thailand, di mana "mereka" dan "kita" menjadi sangat penting. Namun, 
berkat upaya politik yang menyatu antara kepentingan kelompok-kelompok 
tertentu, Kerajaan Patani secara resmi dimasukkan ke dalam Kerajaan Siam. Sejak 
itu, minoritas Muslim Melayu di wilayah Patani mulai diperkenalkan dengan 
ideologi nasionalisme. Proses ini kadang-kadang tidak mudah, karena harus 
melibatkan upaya pemaksaan untuk menyesuaikan budaya dan cara hidup Muslim 
Melayu. Ada ambiguitas hubungan antara Melayu Muslim dengan Siam ditentukan 
dalam batas-batas keduanya. Wilayah Melayu Muslim masih diberikan hak untuk 
menentukan nasib sendiri sebagai wilayah kolonial di bawah hukum internasional.  
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A. Kategorisasi Minoritas 
Definisi kaum minoritas seringkali berkonotasi kepada sesuatu yang 
negatif, sparatis dan anti-kemapanan sosial. Istilah kaum minoritas atau 
masyarakat minoritas biasanya selalu digunakan untuk menunjukkan sebuah 
komunitas kecil orang yang tinggal di daerah tertentu dan memiliki tradisi 
sosial dan budaya yang berbeda atau karakteristik yang menandai mereka 
benar-benar dari masyarakat lain yang tinggal di wilayah yang sama. Istilah 
kaum minoritas atau masyarakat minoritas dapat diklasifikasi melalui beberapa 
kategori yang berbeda, salah satunya adalah kategori agama. Dalam konteks 
ini, kaum minoritas yang dimaksud adalah mereka, umat Islam yang tinggal 
bersama-sama dengan kaum mayoritas, yaitu umat Budha. Meskipun umat 
muslim yang tinggal di Thailand Selatan (Satun, Songkhla, Pattani, Yala dan 
Narathiwat) merupakan suatu komunitas minoritas, namun yang dimaksud di 
sini bukan hanya umat Islam Thailand yang ada di Selatan saja, tetapi secara 
umum di seluruh Thailand, baik selatan maupun utara. Kategorisasi yang 
digunakan di sini adalah klaster agama. 
 
Layaknya masyarakat minoritas lainnya di belahan dunia ini, konflik 
antara Thailand (Budha) dan Melayu (Muslim) selalu dipengaruhi oleh dimensi 
kendali pemerintahan mayoritas terhadap yang minoritas. Sebagian besar kasus 
yang terjadi di Thailand adalah pengendalian minoritas oleh mayoritas melalui 
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politik atau cara-cara yang lain. Hanya saja, nampaknya agak berbeda umat 
Muslim (yang minoritas) seringkali mencoba untuk menciptakan struktur 
kekuatan baru dan dikontrol sendiri. Namun sayangnya, untuk mencapai hal 
itu seringkali mereka mengambil gerakan separatis dan selalu mengalami 
kegagalan.  
Semua gerakan dan pemberontakan yang terjadi di Thailand bermula dari 
sebuah daerah yang kini dikenal dengan nama Pattani. Adanya keinginan Raja 
Chulalongkorn untuk mengintegrasikan Melayu Patani ke dalam sistem 
administratif penjajah Thai, memutuskan bahwa suatu pemerintahan tidak 
langsung tidak praktis lagi untuk dijalankan. Birokrasi pusat ternyata harus 
lebih diperluas di mana tingkat kekuasaan harus dialihkan ke tangan para 
pejabat yang diangkat oleh Bangkok. Tahun 1906, selang empat tahun setelah 
pencopotan raja-raja Melayu dari kekuasaan atas kerajaan Melayu Patani 
melakukan penggabungan tanah Melayu Patani itu dalam suatu Monthon 
(satuan administratif daerah) baru dengan nama Monthon Pattani. 
 
Sumber: https://www.google.co.id/search?q=peta+Thailand+Selatan 
Upaya mempersatukan kerajaan terus dilakukan meski telah terjadi 
peralihan kekuasaan dari Raja Chulalongkorn kepada anaknya, Raja 
Wachiravut atau Rama VI melalui nasionalisme satu bangsa, yaitu bangsa 
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Thai. Doktrin nasionalisme Raja Wachiravut ditujukan untuk golongan-
golongan minority yang berada dalam kekuasaan kerajaan Thai. Implementasi 
dari doktrin nasionalisme itu dilakukan melalui program wajib mengikuti 
pendidikan Thai yang telah dimulai di masa pemerintahan ayahnya dan mulai 
memperlihatkan hasil pengaruhnya terhadap masyarakat berbangsa Melayu. 
Madrasah-madrasah yang diselenggarakan di masjid-masjid didorong untuk 
mengubah kurikulumnya sehingga mencakup pelajaran bahasa dan 
indoktrinasi kewargaan Thai yang telah dirancang oleh Bangkok. Namun, 
persoalan paling meresahkan masyarakat adalah semakin besarnya 
pengawasan Thai atas segala dimensi kehidupan sehari-hari. 
Sejak awal, perlawanan terhadap kekuasaan Thai mengambil bentuk 
pemberontakan-pemberontakan kemalayuan yang berusaha menghalau 
kekuasaan politik asing dari tanah Melayu itu. Pemberontakan besar di bawah 
pimpinan beberapa ulama dan bangsawan Melayu yang telah kehilangan 
kekuasaan, meletus pada tahun 1922. Pemberontakan itu disemangati oleh 
bekas raja Patani, Abdul Kadir, yang memperoleh simpati dan dukungan 
materiil dari kaum bangsawan dan kaum ulama Melayu di Kelantan. Raja 
Abdul Kadir mendapat simpati dari kedua golongan itu karena ia dapat 
meyakinkan raja-raja Melayu dengan alasan bahwa mereka mempunyai 
kewajiban untuk membebaskan sesama Melayu yang sedang ditindas di 
seberang perbatasan. Kepada para ulama ia mengingatkan akan kewajiban 
untuk membebaskan sesama muslim yang serumpun Melayu dari kekuasaan 
colonial Thai-Buddhis. Dengan demikian, bergabunglah sentimen kemalayuan 
dan aspirasi politik dari lintas perbatasan untuk melancarkan suatu gerakan 
pembebasan rakyat Patani untuk pertama kalinya yang mencakup seluruh tanah 
Melayu itu. Dukungan dan simpati yang telah berhasil ia kerahkan dalam tahun 
1922, sudah cukup untuk menghentikan kampanye pemerintah Thai (Thailand) 
untuk men-Thai-kan propinsi-propinsi di bagian selatan negara itu. 
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Sumber: https://www.google.co.id/search?q=peta+Thailand+Selatan 
Bangkitnya kesadaran nasionalisme Melayu di kalangan rakyat negeri-
negeri bagian utara Malaya (kini Malaysia) dan kesediaan mereka untuk 
memberi dukungan materiil dan politik kepada sesama Melayu di bawah 
penindasan kekuasaan Thai, menyadarkan para pejabat Thai bahwa penindasan 
identity etnik dan kebudayaan hanya akan memancing reaksi-reaksi kekerasan. 
Pendekatan yang lebih baik adalah dengan membina loyality politik, 
melegitimasi kekuasaan melalui partisipasi dan perwakilan dan usaha-usaha 
yang terus menerus untuk mengembangkan perekonomian. Cara pendekatan 
itu ditempuh dalam tahun 1932, ketika negara Thailand mengalami suatu 
transformasi konstitusi yang mengakhiri monarki absolut dan melahirkan suatu 
bentuk pemerintahan representatif.  
Peristiwa penting dalam periode ini adalah diberlakukannya Undang-
Undang Patronase Islam 1945, yang bertujuan untuk memasukkan pimpinan 
agama ke dalam wewenang pemerintah. kibatnya, para ulama mengambil alih 
pimpinan dan untuk kesekian kalinya membangkitkan orang-orang Melayu 
yang berorientasi kepada berbangsa Melayu untuk bersatu menentang 
kebijakan asimilasionis pemerintah yang dikenal dengan sebutan Peraturan-
peraturan kebudayaan (Kot Wattanatham) di bawah rezim Phibul Songkram. 
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http://www.asiaobserver.org/on-30-november-in-asian-history/pibul-
songkram-2 
Dalam periode ini, pemerintah Thai (Thailand) dengan sikap agresif 
berusaha mengkonsolidasikan kekuasaannya atas urusan sosial kebangsaan 
atas warga Melayu. Persoalan yang sangat peka adalah intervensi pemerintah 
Thai dalam bidang hukum kebangsaannya yang dianggap sakral. 
Pengkodifikasian dan penerjemahan hukum-hukum agama mengenai 
perkawinan dan warisan agar seragam dan konsisten, pembentukan 
pengadilan-pengadilan Syari’ah di propinsi-propinsi Melayu dan 
pengangkatan hakim-hakim Muslim yang diangkat untuk mendampingi 
hakim-hakim Thai dalam mengadili perkara yang menyangkut urusan keluarga 
telah menimbulkan serangkaian protes terhadap intervensi pemerintah. Kondisi 
ini juga yang pada akhirnya mencetuskan penentangan dan pemberontakan. 
Meskipun puncak pemberontakan dan tindakan kekerasan baru terjadi 
setelah Phibul Songkram kembali memangku jabatan Perdana Menteri pada 8 
April 1948. Adanya kecurigaan mendalam dan pengalaman getir orang-orang 
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Melayu akibat kebijakan asimilasi paksaan sebelum dan di masa Perang Dunia 
II, secara otomatis mencetuskan pemberontakan-pemberontakan angkat 
senjata yang spontan di daerah Selatan Thai. Bentrok kekerasan dengan polis 
dan pasukan keamanan terjadi di empat propinsi di Thailand Selatan yang 
mengakibatkan ratusan orang terbunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke 
Malaya (Malaysia). Bentrokan paling hebat terjadi di sebuah kampong 
bernama Dusong Nyor di propinsi Narathiwat yang dipimpin oleh Haji Abdul 
Rahman, memimpin lebih dari seribu orang menghadapi pasukan pemerintah 
penjajah Thai dalam suatu pertempuran terbuka sehingga mengakibatkan 
seratus orang tewas dipihak orang Melayu. Pemberontakan Dusong Nyor yang 
terjadi pada tanggal 26-27 April itu hingga sekarang merupakan lambang 
semangat perlawanan Melayu dan masih terus mengilhami gerakan-gerakan 
kemerdekaan hingga kini. 
Sementara itu, tekanan internasional bertambah besar dan peristiwa Haji 
Sulong menyebabkan masalah Pattani mendapat perhatian Liga Arab dan PBB. 
Tapi, yang paling ampuh dari semua koalisi internasional yang terbentuk untuk 
mendukung perjuangan Melayu itu adalah Gabongan Melayu Patani Raya 
(GAMPAR) yang terbentuk dalam bulan Februari 1944. GAMPAR menjadi 
sebuah organisasi yang mengkoordinasikan berbagai unsur yang bekerja untuk 
pembebasan bangsa Melayu Patani. Organisasi ini memperoleh dukungan dari 
berbagai golongan dan partai politik di Malaya. GAMPAR juga berhasil 
menarik dukungan pimpinan Malay Nationalist Party (MNP, atau Partai 
Nasionalis Melayu) yang bercita-citakan penyatuan semua rakyat Melayu ke 
dalam Indonesia Raya. Tengku Muhyiddin, yang mengkoordinasikan bagian 
terbesar upaya internasional untuk meredakan ketegangan di Thailand Selatan. 
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Kematian Haji Sulong menandai berakhirnya pemberontakan umum 
yang dipimpin oleh para ulama. Kematian misterius Haji Sulong dan anak laki-
lakinya, Ahmad To’ mina tahun 1954 adalah merupakan suatu pengakuan 
kegagalan di pihak pemerintah, bahwa mereka tidak mampu mengintegrasikan 
warga bangsa Melayu Patani yang sangat domionan ke dalam negara Thai, 
sebagaimana yang dilakukannya pada golongan etnik di daerah utara dan 
lainnya.14 
 
B. Agama dan Proyek politik 
Secara historis, sistem politik Thailand telah digambarkan sebagai 
monarki konstitusional.Negara yang dibentuk berdasarkan pemerintahan 
Buddha sekuler ini mengadopsi sistem semi-demokrasi.Thailand mengikuti 
model demokrasi komunitarian, yang ditandai dengan stabilitas, perdamaian 
dan ketertiban, penegakan nilai-nilai moral dan budaya dan prioritas 
kepentingan komunitarian. Melalui model ini memungkinkan kaum Muslim 
Thailand untuk menentukan pengembangan komunal mereka sendiri. 
Sementara itu,hubungan mereka dengan umat Buddha adalah salah satu 
                                                          
14 Penulis meng-Copy dari sumber :http://dangerofpatani.blogspot.com/…/patani-bangsa-yang-
hilang. 
31 
 
koeksistensi agama bersama, tanpa banyakinteraksi socioreligious atau dialog 
antaragama. Karena adopsi dari konstitusimonarki pada tahun 1932, sistem 
politik Thailand telah mengalami pergeseran besar, kemajuan dan 
kemunduransepanjang perjalanan demokrasi Thailand. Hal ini lebih 
disebabkan oleh peran militer, birokrasidan kelompok etnis seperti kelas 
menengah (Cina dan Muslim Thailand). 
Pemerintah Thailand melakukan beberapa upaya seperti, kontrak sosial 
(social contract) untuk memberikan kesadaran dalam rangka menghentikan 
keadaan alamiah agar dapat mewujudkan sebuah keberlangsungan hidup yang 
teratur dan damai dalam masyarakat yang heterogen. Untuk itu maka perlu 
adanya sebuah lembaga yang mengatur tatanan kehidupan yang dalam hal ini 
disebut sebagai negara, Thailand. Negara ada karena perjanjian bersama yang 
dilakukan oleh rakyat untuk menghentikan jalannya keadaan alamiah yang 
terus menerus terjadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa, Thailand telah 
berhasil memaksa seluruh kompenen untuk menemukan satu kesamaan 
identitas Thai nasional berdasarkan kesamaan, bahasa, toleransi sosial budaya 
dan asimilasi melalui pertumbuhan ekonomi.Namun di bawah ini terletak 
berbagai identitas religio diposisikan di sepanjang garis etnis. 
Thailand adalah negara multietnis dan multiagama dengan populasi 
Muslim dari 5 sampai7 juta dari 65 juta orang. Muslim Melayu sekitar 44 
persen dari total populasi Muslim Thailand. Mereka adalah mayoritasdi 
wilayah itu. Muslim Melayu menyebut diri mereka Orae Nayu (Melayu 
Muslim) yang kecek Nayu (bahasa Melayu lokal) dan menganggap diri mereka 
berbeda dari Orae siye, etnisThai Buddha yang minoritas di Selatan. Mereka 
merasa tidak nyaman jika disebut sebagai Thai Muslim. Menurut mereka, 
Melayu adalah Muslim, dan Thailand adalah Buddha. Mereka juga melihat 
istilah Thai Muslim sebagai indikasi asimilasi paksa oleh negara Thailand. 
Agak berbeda bagi Muslim lainnya–terutama mereka yangmultietnis dan 
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tinggal di bagian selatan, tengah, utara dan timur laut, merasa nyaman dengan 
istilah Thai Muslim.15 
Hal ini dalam rangka agar mereka tetap bisa mempertahankan 
eksistensinya sebagai negara independen yang asli Melayu. Dalam sejarahnya, 
pada tahun 1906, Siam mencaplok provinsi Muslim Melayu Nong Chik, Ra-
Ngae, Raman, Sai Buri, Yala dan Yaring yang bagian dari Melayu negara 
bawahan Muslim independen, Patani. Namun, Siam dibubarkan dan dijadikan 
satu provinsi yang kemudian dikenal sebagai Monthon Pattani atau pembagian 
Pattani. Aneksasi itu lebih diperkuat pada tahun 1909 oleh sebuah perjanjian 
Anglo-Siamese yang menarik perbatasan antara Pattani dan negara-negara 
Melayu Kedah, Kelantan, Perak dan Perlis. Gerakan separatis Pattani yang 
awalnya merupakan gerakan royalis yang dipimpin oleh Tengku Mahmud 
Mahyuddin, pemimpin Pattani yang paling dikenal dan merupakan seorang 
penerus dari raja terakhir kerajaan Pattani. Gerakan separatis di Thailand 
Selatan berusaha untuk memutuskan wilayah Melayu dari Thailand, meskipun 
otonomi resmi telah ditawarkan. Selama 50 tahun terakhir, kelompok politik 
dan berbagai gerakan yang dibentuk dalam rangka independensi Pattani sudah 
tidak kedengaran lagi. Tidak ada satu pun kelompok yangberani 
                                                          
15Bahasa Yawi juga dipanggil Baso Nayu atau Kecek Nayu dituturkan secara meluas di wilayah-
wilayah selatan Thailand, iaituNarathiwat, Yala, Pattani, dan sesetengah kawasan 
di Songkhla serta Satun, selain itu ia juga dituturkan di beberapa kawasan utara 
semenanjung Malaysia (Kelantan ,Baling dan Sik di Kedah). Dianggarkan bahawa terdapat 3 juta 
orang penutur Bahasa Yawi. Bahasa Melayu Patani merupakan sebuah loghat Bahasa Melayu dan 
menggunakan Tulisan Jawi. Bahasa Melayu dan kemungkinan juga Bahasa Melayu Patani pernah 
berpengaruh ke arah utara hingga Segenting Kra, Phuket (berasal daripada perkataan Bahasa 
Melayu iaitu "bukit") dan Surat Thani semasa zaman Srivijaya. Lagipun, banyak nama tempat di 
selatan Thailand berasal daripada Bahasa Melayu.Loghat Bahasa Melayu Patani ini adalah mirip 
dengan Bahasa Melayu Kelantan malah ada persamaan sedikit dengan Bahasa Melayu Kedah serta 
mungkin juga bahasa induk/akar/asal kepada Bahasa Melayu Kedah Ulu iaitu di 
daerah Baling dan Sik sertaBahasa Melayu Ulu Perak di daerah Grik juga Bahasa Melayu 
Terengganu.Persamaan Bahasa Melayu Pattani dan Bahasa Melayu Kelantan adalah hampir 90% 
namun perbezaan kedua-dua bahasa ini adalah dari segi beberapa perkataan dan cara penyebutan 
dan atonasi. Ini kerana Melayu Pattani telah terpengaruh sedikit Bahasa Thai dan Bahasa Siam 
manakala Bahasa Melayu Kelantan terpengaruh logat Melayu yang lain di Malaysia serta Bahasa 
Inggeris. Sumber: https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu_Pattani. 
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mendeklarasikan diri sebagai pemimpinan gerakan pembebasan Pattani.Para 
pemberontak pada akhirnyamembaur, meskipun ada kekhawatiran adanya 
rencana untuk muncul kembali, setelah mereka telah mendapatkan cukup 
kekuatan. Benar saja, setelah jeda singkat pada 1980-an dan 1990-an, konflik 
Thailand Selatan muncul kembali pada bulan Januari 2004. Pada November 
2008, lebih dari 3.150 orang telah tewas dalam krisis yang sedang berlangsung.  
Proyek pemerintah Thailand saat ini yang sedang mengalami 
penggarapan adalah merancukan eksistensi antar-pengakuan. Diakui atau tidak 
bahwa, di beberapa negara Asia Tenggara masih sangat rawan konflik yang 
bersumber dari agama. Melalui proyek ini pemerintah Thailand menyediakan 
mekanisme untuk rakyatnya dalam rangka menghindari konflik agama. Dalam 
konteks Thailand, hubungan disharmoni antara Buddhis-Muslim dalam 
kaitannya dengan proses integrasi nasional dan ortodoksi agama. Hubungan 
antar-pengakuan diorganisir dalam struktur social yang berbeda. Di beberapa 
daerah atau provinsi Buddha dan Muslim hidup berdampingan secara harmonis 
di propinsi Songkla, Nakhon Si Thammarat, Trang, Satun dan Patthalung. 
Hubungan itu ditandai dengan pertukaran ritual dan tradisi yang saling 
memasuki Sementara di Pattani, Yala dan Naratiwatt, hubungan itu sulit untuk 
dibangun. Hal yang berbeda dengan bagian Utara Thailand. Hubungan antara 
Buddha dan Muslim diatur dalam struktur homolog dan tidak berbeda dalam 
bidang politik, ekonomi dan sosial. Hubungan sosial diatur sesuai dengan 
parameter lokal. Hubungan yang memberikan kelas yang sama. Sebagaimana 
negara-negara Asia Tenggara lainnya, di beberapa distrik atau ruang di 
Kerajaan Thailand juga terdapat minoritas Muslim yang memberikan 
pendidikan Islam kepada generasi mereka. Pada umumnya pendidikan Islam di 
Thailand dilaksanakan dalam rangka memenuhi tuntutan tradisi dan budaya 
Islam lokal. Selain itu, pendidikan Islam juga dijadikan sebagai acuan kerangka 
nilai-nilai spiritual, moral dan etika transformasi dan reformasi kemajuan 
masyarakat Muslim itu sendiri. Namun sayangnya, komunitas Muslim 
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Thailand secara umum, dijalankandengan cara-cara tradisionalis dari pada 
cara-cara reformis. 
Untuk memahami dimensi etnoreligius dari konflik di Thailand Selatan, 
mungkin dapat digambarkan bahwa, Muslim Melayu memberikan keutamaan 
identitas etnis mereka dan melihat pengalaman hidup merekamelalui prisma 
agama mereka, seperti ritual, mitos atau cerita, pengalaman, etika, hukum, 
sosial, material dan dimensi politik. Kesemuanya itumenyatu dengan dimensi 
kehidupan mereka dan dirasakan melalui lensa identitas etnis. Etnis Melayu 
yang menyatu dengan identitas agama, sehinggaakan mbentuk pandangan etnis 
Islam secara utuh.Mayoritas Muslim selatan berkominikasi dengan bahasa 
Pattani Melayu atau Jawi. Rata-rata mereka tidak fasihberbahasa Thailand, 
bahasa resmi negara. Pattani Melayu, identik dengan Melayu Kelantan. 
Merekaberada pada perbatasan danmenjadi penanda identitas penting dari 
masyarakat Melayu Thailand. Di masa lalu, bahasa PattaniMelayu merupakan 
bahasa tradisional untuk mempelajari Islam konservatif dan merupakan bahasa 
komunikasi dalam dunia pendidikan bagi umat Islam Pattani. Selama tahun 
1930-an dan 1940-an, pemerintahmengintruksikan bahwa pondok, sekolah 
Islam, madrasah harus menjalankan instruksi pemerintah Thailand untuk 
menggunakan bahasa resmi negara, bukanMelayu dan Arab. Muslim Melayu 
melihat kebijakan ini sebagai ancaman bagi identitas mereka, sehingga 
melahirkan ide dan semangat nasionalisme Pan-Melayu dan kebangkitan 
masyarakat Islam melalui kurikulum pendidikan mereka.  
 
“Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemulyaan dan hak. 
Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di 
antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan”. 
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Fenomena nasionalisme etnoreligius di Thailand Selatan merupakan 
hasil daripenggabungan identitas etnis Melayu, Islam Melayu tradisional 
Shafi’i dan puritan Wahabbi. Beberapa gagasan diadopsi melalui studi di 
lembaga pendidikan asingdi Timur Tengah dan Asia Selatan. Ribuan pemuda 
Muslim Thailand, setelah menyelesaikanpendidikan pondok, melanjutkan 
studi agama di universitas-universitas Islam di Kairo, India,Indonesia, Iran, 
Malaysia, Pakistan dan Arab Saudi. Dipengaruhi oleh religiotheological 
yangmengusung ide-ide kebangkitan Islam selama mereka menempuh 
pendidikan. Para duta reformasi Islam Thailand ini memiliki peran dalam 
mengkampanyekan perlunya kebangkitan dan identitas komunitas Muslim 
lokal Thai. Bersama puritandan sektarian lainnya, Muslim Melayu Thailand 
melihat integrasi nasional sebagai budaya mereka, akan mengeliminir integrasi 
budaya mereka sendiri, sehingga mengeliminir entitas mereka pada akhirnya. 
Menurut mereka, Thailand Buddhisme dan Melayu Islam adalah dua entitas 
yang sama sekali berbeda. Masyarakat Islam Thailand sama sekali tidak ingin 
diintegrasikan ke dalamnegara Thailand. Mereka tidak ingin kehilangan 
otonomi agama dan budaya mereka. Prinsip ini didasarkan pada gagasan 
bahwa, negara Thailand adalah manifestasi dari kosmologi Buddhis, Muslim 
Melayu tidak ingin menjadibagian dari negara Budha itu. Dua entitas yang 
sama-sama menutup diri, bahkan, Muslim Melayu memiliki loyalitas dan 
fanatisme yang paling tinggi bila dibandingkan dengan loyalis kesukuan 
lainnya. Formasi yang unik ini disebabkan karena tingkat kewaspadaan yang 
tinggi dari etnis Melayu Thailand.  
Jaringan ulama Melayu dan peran mereka sebagai penjaga tradisi 
keagamaan dan etnis membuat mereka menjadi pemain penting dalam setiap 
gerakan pembebasan. Haji Sulong merupakan orang pertama yang membawa 
Melayu Muslim kepada ide nasionalis Muslim Thailand.Ia adalah seorang 
aktivis reformis jebolan pendidikan di Mekah. Setelah kembali ke Pattani pada 
tahun 1930, iaterlibat dalam reformasi masyarakat Muslim Melayu dan 
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mewakili kepentingan terhadap pemerintah dengan mencari otonomi politik 
dalam sistem federal. Pada tahun 1947, Haji Sulongmembuat tujuh tuntutan 
etnoreligius ke pemerintah pusat, fokus pada kebebasan politikuntuk Melayu 
dan pelestarian bahasa mereka. Selain itu, ia juga menuntut agar pemerintah 
melibatkan dan mengakui hukum agama (Islam) dalam penegakan hukum. 
Sejak kematiannya yang misterius tahun 1954, Haji Sulong telah menjadi 
simbol perlawanan terhadap negara Thailand.Terkait dengan interpretasi 
etnoreligius identitas Melayu Muslim selatan, Ismae-Alee dari Prince of 
Songkla University, baru-baru ini menegaskan bahwa,kurangnya pemahaman 
pemerintah terhadap budaya Melayu dan Islam di Thailand adalah penyebab 
ketidakharmonisan antara Muslim Melayu dengan pemerintah pusat.  
Sejak awal perkembangannya, gerakan Islam (islamisasi) Thailand 
Selatan memang didominasi para theologis dan elit Muslim Melayu yang lebih 
akrab dengan cara-cara "tradisionalis" dari pada cara-cara "reformis.16 Ciri dari 
gerakan Islam "tradisionalis" di Thailand Selatan mengacu pada sistem 
kepercayaan sinkretis yang mengedepankan kearifan lokal atau penetrasi yang 
damai antara budaya lokal dengan Islam. Dalam konteks Muslim Thailand ini, 
Islam sinkretis diasumsikan sebagai sebuah pemaduan keyakinan Islam dengan 
keyakinan budaya adat dan praktek-praktek yang dibawa dari era pra-Islam 
sejarah Asia Tenggara. Hal ini dapat peneliti temukan tidak hanya di daerah 
Pattani (Thailand Selatan), tetapi hampir di seluruh wilayah Thailand.  
Oleh karena itu, asumsi penulis tidak salah, ketika penulis meyakini 
bahwa Islam di Thailand telah dikembangkan dalam kondisi sejarah dan 
budaya yang  menghasilkan warisan agama yang kompleks dan unik. Dengan 
kata lain, meskipun memiliki kemiripan dengan Islam di Asia Tenggara pada 
umumnya, Islam Thailand tentu sedikit agak berbeda dengan kebanyakan 
Islam di Asia Tenggara lainnya. Kebanyakan sarjana setuju bahwa sebelum 
kedatangan tradisi besar baik Hindu, Dominan sistem keagamaan yang terdiri 
                                                          
16 Raymond Scupin, Islamic Reformism in Thailand, JSS 68.2 (July 1980), 1. 
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dari spiritualisme adat atau animism harus berkompromi dengan prinsip-
prinsip dasar (syari’ah). Pada gilirannya, umat Islam memang selalu 
menganggapnya yang demkian ini sebagai bagian dari Islam itu sendiri.  
Beberapa studi antropologi Muslim di pedesaan Thailand 
mengkonfirmasi ada dua tipe sinkretisme. Pertama di selatan, budaya Provinsi 
“Melayu”, Islam berdampingan dengan supernaturalisme Melayu asli. Di desa-
desa kawasan mayoritas Muslim, non-Islam mempraktekkan spiritual Melayu-
Siam. Tradisi mereka adalah tradisi praktek ritual yang dijalankan oleh 
mayoritas umat Islam. Sebaliknya, di daerah pedesaan di mana Thai Buddha 
yang mayoritas dan Muslim adalah minoritas, Islam berdampingan dengan 
ibadah animisme dari daratan Asia Tenggara. Varietas yang berbeda dari rakyat 
Islam yang ditemukan dilembagakan dengan baik dan memiliki efek yang luas. 
Salah satu alasan mengapa umat Islam di Thailand utara menerima system 
spiritualitas Budha adalah karena nilai-nilai dan keyakinan yang sangat erat 
hubungannya dengan individu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara 
tradisi besar ortodoks Islam, yang didasarkan pada kompleks legalistik, doktrin 
kitab suci, tidak bisa dimengerti untuk sebagian besar petani di pedesaan yang 
buta huruf. Bentuk Islam yang ada di Bangkok adalah hasil dari dialektika terus 
menerus atau interaksi antara pola pedesaan atau tradisional Islam di Thailand 
dan pengaruh baru yang dikenalkan oleh gerakan reformasi Islam selama abad 
kedua puluh.  
38 
 
 
 
Format Islam sinkretis sebagaimana ilustrasi di atas, dapat ditemukan 
jejaknya di Thailand sejak abad ke-19 dan seterusnya kerajaan Pattani telah 
menjadi pusat pendidikan regional Islam yang menghasilkan para guru Muslim 
dan ulamanya. Pada awal abad ke-20 ketika kebangkitan Islam didengungkan 
di seluruh kekuasaanIslam, wilayah Pattani memiliki jumlah terbesar dari 
sekolah-sekolah Islam berbasis Masjid atau yang lebih dikenal dengan istilah 
"Pondok". Sejalan dengan gerakan reformasi dunia Islam, Muslim Thailand 
yang tradisionalis dipaksa untuk mengubah dirinya sendiri. 
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Kehadiran ideologibaru (Salafisme dan Whahabism)dipilih untuk 
menyalurkan intelektualitas dasar gerakan reformasi Islam di Thailand. Kaum 
reformis Islam Thailand menentang ortodoksi Islam. Para reformis Islam di 
Thailand, meskipun total penolakannya terhadap modernitas yang 
dikembangkan oleh pemerintah, namun mereka tetap berusaha untuk 
memahami dan merangkul modernitas dengan menghadirkan orisinalitas 
prinsip dasar syari’at Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa, reformasi dan 
gerakan keislaman di Thailand pada umumnya dilakukan bersamaan dengan 
gerakan reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Para reformis 
Islam menebeng peluang dan kesempatan itu dalam bentuknya yang spesifik, 
yaitu aktualisasi gerakan reformasi melalui pendidikan yang dianggapnya 
sebagai pendidikan Islam. Pengetahuan dasar tentang syari’at Islam dibumikan 
bersamaan dengan program reformasi pendidikan secara besar-besaran oleh 
pemerintah. 
 
 
 
Ahmad Abduh17 seorang tokoh reformis Muslim dari Bangkok, pada 
akhir abad ke 19 telah mengusung gerakan reformasi Islam ke Thailand 
                                                          
17 Ahmad Wahab berasal dari Minangkabau di Sumatera. Sebelum imigrasi ke Bangkok, Wahab 
telah menghabiskan cukup banyak waktu di Mekah sebagai mahasiswa. Ia telah menjadi akrab 
40 
 
Selatan. Pada pergantian abad ini banyak orang Islam Thailand mulai 
menyadari bahwa mereka tidak akan mampu berkompetisi dengan kekuatan-
kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme pemerintah Thailand yang 
Budhis. Kaum muslim mulai menyimak berbagai perubahan yang terjadi di 
dunia luar. Mereka bahkan mulai sadar dan menggali warisan budaya Islam 
dalam sejarah keemasan umat Islam pada masa lampau. Pada perkembangan 
berikutnya, Ahmad Abduh mendirikan wadah yang kemudian disebut-sebut 
sebagai Ansorisunnah.18 Melalui wadah ini, ia menyebarkan pengaruhnya di 
kalangan umat Islam kelas menengah Thailand dan para pekerja Muslim 
Pakistan migran. Pada tahun 1967, ia menginspirasi para pemuda Muslim 
untuk membentuk Young Asosiasi Muslim Thailand. Front ini mencoba 
memberikan pencerahan baru terhadap pemahaman Islam yang selama ini 
dianggapnya sebagai Islam yang tidak orisinil (sinkretis tradisionalis). 
Sebagaimana Islam reformis (dengan gerakan pemurnian akidah), orisinalitas 
Islam adalah yang didasarkan pada "Tauhid" (keesaan Tuhan). Prinsip inilah 
yang kemudian menjelma ke dalam semua pengetahuan Islam. Prinsip dasar 
ini, kemudian diterjemahkan dalam bentuk perlawanan atau pergerakan umat 
Islam Thai dan Melayu di Thailand. Jadi, sejak saat itu bersama dengan masjid 
berbasis pondok, sekolah swasta Islam juga muncul di wilayah Pattani yang 
sedang bergerak menuju identitasnya di tengah-tengah peradaban Budhis.  
Tidak dapat dipungkiri ada sebagian kecil gerakan yang pada abad 
kesembilan belas, yang menganut pada gerakan militant. Gerakan ini memiliki 
potensi atau kekuatan militer yang mengesankan telah mengusung Islam murni 
Mekkah. Kegiatan ini membawa gerakan Wahabi ke garis depan dunia Muslim 
di Thailand. Ide reformis datang ke Bangkok sebagai akibat tidak langsung dari 
kebijakan Belanda di Indonesia. Gerakan ini dibawa ke Bangkok oleh para 
                                                          
dengan pemikiran dan praktek agama Timur Tengah, termasuk ide-ide dan gagasan-gagasan Abduh. 
Setelah kembali ke Indonesia dari Mekah, ia terlibat dengan reformasi Islam melalui berbagai 
asosiasi Muslim. Setelah diasingkan oleh Belanda karena sejumlah kegiatan politik antikolonial, ia 
menetap di daerah sekitar Thanon Tok di Bangkok pada tahun 1926. Setelah ia menguasai bahasa 
Thai, ia mulai mengajar reformasi berpikir di daerah Bangkok Noi dari Thon Buri. 
18Sebuah organisasi formal Islam pertama yang menampung aspirasi kelompok reformis Thailand 
di wilayah Thanon Tok. 
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politikus Indonesia. Mereka adalah para politikus (pengungsi) yang telah 
diasingkan oleh pemerintah Belanda pada awal abad kedua puluh. 
Urbanisasi yang cepat dari Bangkok menyediakan bahan sosial bagi 
gerakan reformasi Islam di Thailand. Kemajuan Thailand di bidang ekonomi 
telah memaksa negara itu untuk menyulap daerah-daerah pedesaan menjadi 
perkotaan. Lingkungan perkotaan yang kompleks pun mengambil bentuk-
bentuk pendidikan dan pola berpikir yang baru.Gerakan ini menyedot banyak 
perhatian masyarakat. Secara sosiologis, reformisme Islam di Bangkok 
berkembang dari guru-siswa melalui hubungan secara tidak resmi, apalagi 
dalam bentuk hubungan atau gerakan yang lebih korporat terorganisir. 
Pendukung awal ideology reformis di Bangkok, mengumpulkan kekuatan 
sepanjang 1940-an dan 1950-an. Basis organisasinya bergeser dari 
Ansorisunnah ke Jam'i-yatul Islam, yang lain kelompok Muslim sukarela di 
Bangkok. Meskipun awalnya Jam'i-yatul Islam adalah sebuah asosiasi etnis, 
setelah 1950-an organisasi membuka jajarannya untuk semua Muslim di 
Thailand. Pemimpin reformis dari beragam latar belakang etnis bergabung 
untuk mengelola Jam'i-yatul Islam.  
Pada pertengahan abad ke dua puluh, di Thailand secara resmi muncul 
sebuah gerakan baru yaitu Islamisasi dunia bisnis, khususnya pada sektor 
pariwisata. Pusat studi Islam yang kini dikenal dengan Islamic Centre 
memegang peranan penting bagi perkembangan gerakan Islam di Thailand. 
Hanya saja, gerakan ini sangat spesifik dan terbatas, karena hanya berkutat 
pada masalah ekonomi dan labelisasi halal bagi produk-produk yang 
akanmenjadi konsumsi para turis Muslim (Arab, Indonesia dan negara-negara 
Islam lainnya). Keberadaan Islamic centre yang merespon kebijakan 
pemerintah di bidang pariwisata membuat hubungan antara pemerintah dengan 
kelompok-kelompok Muslim di Thailand semakin menemukan kemistrinya. Di 
satu sisi, pemerintah mengandalkan sector pariwisata untuk menambah, 
bahkan menjadikannya sebagai cadangan pendapatan negara yang sangat 
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menjanjikan, di sisi lain, umat Islam sangat berkepentingan untuk 
menunjukkan eksisitensi dan kredibilitasnya.  
Artinya, ketika negara mencanangkan sektor pariwisata sebagai andalan 
devisa negara, maka mau tidak mau, negara harus mengakomodir negara-
negara penyumbang pariwisata, tak terkecuali negara-negara Islam. Negara-
negara Islam tidak akan pernah dating berkunjung ke Thailand jika Thailand 
tidak mempersiapkan segala sesuatu yang diinginkan oleh negara-negara 
tersebut. Kepentingan negara-negara Muslim adalah makanan halal, 
komuniikasi lancer dan hal-hal lain yang bersifat "syar'i". Itu artinya, 
pemerintah Thailandharus mempersiapkan tidak hanya makanan halal, tetapi 
juga Bahasa asal negara-negara Muslim para penyumbang pariwisata. Dari 
sinilah, umat Islam merespon gagasan dan kebijakan pemerintah, sehingga 
mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar hal-hal yang menjadi bagian 
umat Islam ini tidak tersia-siakan.Umat Islam mengambil bagiannya dengan 
cara mereka sendiri.  
Islamic centre sebaga jawaban sekaligus jendela awal untuk saling 
"mengintai" antara pemerintah dengan umat yang selama ini menjadi seteru. 
Perkembangan kesadaran keagamaan umat Islam di dunia tidak bisa dilepaskan 
dari munculnya gerakan pembaruan pemikiran Islam sejak abad ke-19 lalu. 
Hampir di seluruh dunia gerakan pembaruan ini dilatarbelakangi oleh 
kemunduran dunia Islam pada abad ke 10, kemudian tenggelam berabad-abad 
lamanya. Faktor yang menjadi penyebab utama kemunduran dunia Islam 
adalah mundurnya spirit yang menimpa kaum muslimin yang ditampilkan 
dalam bentuk khurafat, umat Islam tidak lagi menggunakan pikirannya 
sebagaimana para pemikir-pemikir sebelumnya melakukan ijtihad, untuk 
menggali sumber yang asli, yaitu al-Qur’an  dan hadis Nabi. Gerakan ini juga 
menuduh praktek bermazhab yang sadis dan bid’ah yang cenderung 
mengeluarkan umat Islam dari cangkang al-Qur'an dan hadis menempatkan 
umat ini pada posisi paling bawah dalam parade peradaban dunia. Dari 
perspektif ini, umat Islam ingin menghadirkan kejayaan Islam masa lampau ke 
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dalam pentas peradaban dunia yang lebih bermartabat dan menjadikannay 
sebagai icon peradaban umat manusia secara keseluruhan yang lebih ideal.  
Gerakan yang disebut pembaruan di Thailand nampaknya tidak sama 
dengan gerakan pembaruan yang telah dicanangkan oleh umat Islam di Timur 
Tengah yang lebih agresif dan cenderung problematic. Pembaruan di Timur 
Tengah lebih banyak menimbulkan konflik horizontal dari pada substansi 
pembaruan itu sendiri. Bahkan kini, pembaruan itu lebih kental unsur 
politiknya dari pada prinsip kembali kepada al-Quur'an dan sunah. Reformasi 
Islam di Thailand hamper-hampir mirip dengan yang terjadi di negara-negara 
Asia Tenggara pada umumnya. Meskipun demikian, gerakan ini memberi arah 
dan perspektif keagamaan yang relatif terinspirasi dengan gerakan 
pembaharuan di India dan Pakistan. Dimana keduanya memiliki keterkaitan 
sejarah, bahkan merupakan satu kesatuan dalam sejarahnya. Negara ini 
termasuk negara yang besar, luas daerahnya maupun kebudayaan dan 
peradabannya, akhirnya menjadi suram dan bahkan hancur dengan kedatangan 
orang-orang kulit putih. Asumsi dibangun berdasarkan pada kesamaan 
beberapa hal, di antaranya, heterogenitas siuasi dan kondisi yang dialami oleh 
Thailand hamper mirip sama persis dengan yang pernah dialami oleh India dan 
Pakistan. Umat Islam di tiga negara itu mendapati ajaran Islam sudah 
bercampur baur dengan paham dan praktek keagamaan dari Persia, Budha atau 
Animisme.Kemajuan kebudayaan dan peradaban Barat telah dapat dirasakan 
oleh orang-orang Thailand secara keseluruhan, baik orang Budha maupun 
kaum Muslim, namun orang Budha-lah yang banyak menyerap peradaban 
Barat, sehingga orang Budha lebih maju dari orang Islam.  
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Kondisi ini merupakan hasil dari ketidakfahaman umat Islam atas 
semangat Islam, sehingga kehendak sosial, moral dan intelektual terkorbankan. 
Kenyataan ini dirasakan oleh umat Islam begitu sangat pahit. Sebagai 
komunitas Muslim Thailand yang akrab dengan tradisi kesufian umat Islam 
Thailand percaya bahwaal-Qur’an membangkitkan kesadaran manusia yang 
lebih tinggi dalam hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Selain itu, 
umat Islam di Thailand meyakini betul, cara-cara Nabi dalam menyampaikan 
Dakwah Islam. Nabi sangat menghhargaitradisi penduduk setempat. Dalam 
penyampaiannya Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan 
sosial bagi seluruh umat manusia, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Pada saat 
itu ia masih mempunyai keyakinan bahwa kepentingan umat Islam Thailand 
dapat dijamin melalui undang-undang Dasar. Ide nasionalisme Thailand 
sebenarnya hanyalah gagasan untuk melakukan kompromi atau perundingan 
dengan pihak pemerintah, agar umat Islam yang minoritas itu tidak mengalami 
penindasan. 
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Meskipun demikian, kompromi dan kesepakatan ini, sangat sulit untuk 
menemukan pandangan yang sama antara umat Islam dan Budha, bahkan 
awalnya keduanya sama-sama menolak dan menentang konsep nasionalisme 
Thailand yang didalamnya umat Islam dan Budha bergabung menjadi satu 
Bangsa. Gerakan reformasi Islam di Bangkok lahir dari sebuah motivasi utama 
dalam memulai perubahan dalam bentuk Islam di seluruh Thailand. Gerakan 
reformis yang berpusat di Bangkok berkembang dalam konteks “kebangkitan 
Islam” model Thailand.  
Seperti yang telah penulis sampaikan, meskipun terinspirasi gerakan-
gerakan reformasi Islam di Timur Tengah, namun gerakan reformasi Islam di 
Thailand dapat digambarkan sebagai hasil interaksi gerakan yang unik. Sebab, 
gerakan reformasi Islam di Thailand, yang berpusat di Bangkok, merupakan 
turunan dari kompleks reformis di Timur Tengah dan wilayah Malaya-
Indonesia. Esensi dari gerakan ini pada awalnya adalah membumikan ideology 
pembebasan ke berbagai daerah, budaya dan social kemudian menjadikannya 
sebagai elemen pemersatu umat Islam. Konsepsi reformasi diuraikan dalam 
rangka untuk menangani masalah terkait tertentu yang mempengaruhi umat 
Islam di Timur Tengah, serta umat Islam di seluruh Asia Tenggara. Masalah 
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awal yang menimpa Muslim, sebagaimana dipahami oleh kaum reformis 
adalah bahwa Islam telah menjadi dokumen mati. 
Dalam konteks Thailand, perspektif anti-intelektualisasi umat Islam di 
pedesaan (tempat tinggal mayoritas umat Islam Thailand) merupakan aspek 
yang paling terlihat dari dekadensi. Keterbelakangan umat Islam sebagaimana 
yang ada dalam masyarakat pedesaan dan praktek-praktek spiritualitas yang 
bersumber dari non-Islam menjadi penghalang bagi gerakan reformis Islam di 
Thailand. Sebab, Islam menjadi sangat tertutup oleh budaya yang dianggapnya 
sebagai bagian dari agama.Reformasi Muslim Thailand, bukan hanya karena 
umat Islam di Thailand kehilangan ruh keislamannya, tetapi juga karena harus 
berhadapan dengan pembauran elemen dari tradisi besar lainnya, yaitu Buddha 
dan Hindu. Karena semakin intelektual Thai Muslim melakukan reformasinya, 
justru toleransi masyarakat Budha untuk rakyat Islam berkurang.  
Ada evolusi agama secara bertahap dari umat Islam di Thailand untuk 
sebuah pergeseran tradisi ortodoks yang diusung oleh gerakan pendidikan 
Muslim Thailand. Reformis Thailand berpendapat bahwa keyakinan umat 
Islam didasarkan pada penerimaan prinsip agama yang jauh dari sikap kritis. 
Oleh karena itu, praktek spiritual umat Islam harus dikembalikan kepada 
sumber atau otoritas keagamaan tradisional, yaitu al-Qur’an dan hadits. Mereka 
harus berusaha untuk mencapai kebenaran dengan memanfaatkan akal 
(penalaran), proses yang dikenal sebagai ijtihad melalui akal yang lebih 
aplikatif terhadap lingkungan sosial dan politik kontemporer Thailand.  
Ulama konservatif memepertahankan banyak praktek-praktek 
tradisional, meskipun hal itu dipandang sebagai heterodoks oleh reformis. 
Gagasan untuk mempertahankan tradisionalitas Islam didasarkan pada 
penilaian bahwa, tradisi-tradisi tersebut bukanlah ancaman bagi Islam, justru 
sebaliknya. Terbukti, banyak tradisi yang membantu sosialisasi Islam di 
tengah-tengah mayoritas Budhis. Perayaan-perayaan tradisional atau aktivitas 
pesta tradisional (dikenal di Thailand dengan istilah Buddha Tham Bun) tetap 
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dipertahankan dan dibiarkan sebagai sebuah kebiasaan baik. Mereka percaya 
bahwa upacara Tham Bun memiliki peran penting bukan hanya pada perspektif 
agama, tetapi juga dalam rangka menjaga fungsi sosial dalam 
mengintegrasikan komunitas Muslim di Thailand.  
Nampak sangat ironi dengan perjuangan kaum reformis Islam di 
Thailand. Secara umum otoritas tradisionalis Thai Muslim kurang sepakat 
dengan pola atau model 'modernisasi' kaum reformis. Hampir-hampir mirip 
dengan dua organisasi massa Islam di Indonesia, yaitu NU dan 
Muhammadiyah. Jika NU lebih memfokuskan diri pada aspek spiritualitas 
dakwah dalam berbagai budaya dan tradisi, maka Muhammadiyah yang 
mengusung pembaruan Islam lebih cenderung pada pendidikan. Jika Nu 
banyak didukung oleh kelompok-kelompok pedasaan dan sebagian kecil 
perkotaan, maka Muhammadiyah lebih banyak didudkung massa dari 
perkotaan. Kontras sosiologis utama antara kam tradisionalis dengan reformis. 
Islam tradisional di ibu kota Bangkok dan di beberapa pedesaan telah 
menghasilkan kepemimpinan di pedesaan dan perkotaan di seluruh Thailand. 
Sementara itu, kaum reformis lebih berfungsi sebagian besar pada pendidikan, 
untuk Muslim Thailand kelas menengah. Seperti halnya dengan 
Muhammadiyah, kelompok minoritas Islam ini lebih kreatif dan lebih memiliki 
dampak secara perlahan namun pasti pada sebagian besar dari penduduk 
Muslim di daerah pedesaan.  
Keduanya sedang mengembangkan atau mengupayakan pertumbuhan 
ekonomi dan social Islam. Peningkatan populasi akan tergantung pada tingkat 
umat Islam yang melek pendidikan. Populasi ini secara otomatis akan 
membawa Muslim Thailand kepada ide-ide inovatif yang terkait dengan proses 
modernisasi. Mereka juga sedang menuju kepada pemikiran reformis di 
Thailand. Beberapa generasi muda akan pergi ke luar negeri untuk belajar di 
al-Azhar atau ke negara-negara Timur Tengah sehingga mereka semakin akrab 
dengan idiom ideologi reformis. Dengan demikian, kebangkitan Islam mau 
tidak mau harus berimplikasi pada  bentuk berpikir dan spiritualitas Islam di 
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Thailand. Sebagai sebuah gerakan, Islam Thailand hadir seiring dengan kondisi 
bangsa Thailand yang masih terhegemoni oleh kekuasaan pemerintahan 
Budha. Hingga saat ini, setiap gerakan umat Islam di Thailand yang muncul 
selalu berdedikasi kepada keinginan untuk merubah nasib minoritas di tengah-
tengah mayoritas melalui peningkatan kualitas keagamaannya. Oleh karena itu, 
walaupun keduanya lahir dalam suasana yang sama, tetapi dari sisi lain 
keduanya mempunyai wawasan yang berbeda, sehingga dalam 
perkembangannya, perbedaan itu menjadi ciri-ciri yang berkembang dengan 
sangat menyolok pada basis sosial masing-masing. 
Dalam pandangan kosmologinya, umat islam tradisionalis Thailand lebih 
mengutamakan harmoni dan sebisa mungkin menghindari konflik, 
pertimbangan rasa lebih utama ketimbang nalar atau rasio. Mempercayakan 
nasib pada takdir lebih dicondongi ketimbang mempetaruhkannya dengan 
kemampuan dan prakarsa sendiri.  
 
C. Pendidikan Islam vs Pendidikan Pemerintah 
Pendidikan merupakan salah satu cermin kemajuan sebuah bangsa. 
Sebuah bangsa akan diukur dari tingkat pendidikan, ekonomi dan perannya di 
dunia internasional. Negara-negara Asia Tenggara ternyata memiliki karakter 
dan tingkat pendidikan, ekonomi dan perannya masing-masing. Meskipun 
terletak di kawasan yang sama, negara-negara di Asia Tenggara tidak otomatis 
memiliki tingkat dan level yang sama dalam ketiga hal tersebut. Singapura 
yang mampu mencapai tingkat ekonomi yang tinggi, berbeda dengan 
Malaysia, Indonesia dan Brunei dalam segala hal. Kehidupan sosial-ekonomi 
yang telah ditetapkan menunutut masyarakat Singapura harus berjuang keras 
di bidang pendidikan untuk mengimbangi kemajuannya di bidang ekonomi. 
Begitu juga di Brunei. Di negara ini, para pemangku jabatan publik harus 
mengimbagi kemakmuran masyarakatnya dengan pola pendidikan yang serius. 
Jika tidak, maka akan terjadi pembodohan sistemik di negara itu. 
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Sejarah perkembangan pendidikan di negara-negara Asia Tenggara 
pada umumnya banyak diinspirasi oleh potensi lokal Asia Tenggara itu sendiri. 
Sejarah pendidikan di kawasan ini pada umumnya tidak memberi kesadaran 
tentang ilmu pengetahuan yang lebih aplikatif, tetapi tradisional dan kental 
dengan budaya-budaya lokal. Namun, secara masif budaya pendidikan di 
kawasan ini mengadopsi sistem dan pendidikan yang telah dicapai oleh 
lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan di negara-negara Eropa dan 
Amerika. 
Sebenarnya sistem adopsi tidak menjadi masalah, selama sistem yang 
diadopsi sifatnya ramah terhadap budaya dan potensi lokal. Karena, kemajuan 
lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan 
keberhasilan secara praktis, tetapi juga didasarkan pada keberhasilan 
mengakomodir potensi dan budaya lokal. Apalagi, jika kita berbicara 
mengenai pendidikan Islam yang menjalankan misi Islamic Studies. 
Pendidikan Islam di Thailandsaat ini patut dijadikan fenomenadan model 
pengembangan pendidikan Islam di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi 
kaum minoritas. Jika Thailand merupakan negara yang ditopang oleh 
mayoritas penduduk non-Muslim, maka bagaimana sistem pendidikan Islam 
dijalankan. Begitu sebaliknya. Babagaimana Brunei menjalankan misi 
pendidikan Islam di bawah kerajaan yang otoriter, namun mayoritas 
penduduknya adalam Muslim. 
Lalu bagaimana lembaga-lembaga pendidikan di Thailand mengadopsi 
dan menerapkan sistem  pendidikan sehingga memberikan pengaruh pada 
pendidikan Islamnya. Apakah masih ada orisinalitas potensi lokal yang 
dikembangkan atau justru meninggalkannya sama sekali. Jika mereka 
mengakomodir potensi lokal, bagaimana mereka mengkompromikan 
keduanya yang terkadang berseberangan. Jika, potensi lokal diabaikan, maka 
bagaimana nasib pendidikan Islam yang pure potensi lokal. Inilah inti dan ide 
dasar penelitian ini dilakukan. Melalui sejumlah pertanyaan di atas, penelitian 
ini akanmenjawab dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan 
pengembangan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah ke depan. 
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Upaya integrasi ilmu pengetahuan Islam yang dilakukan oleh 
pemerintah Thailand dan umat Muslim minoritas bertujuan agar eksistensi 
pendidikan Islam dapat disejajarkan dengan pendidikan lainnya. Pada akhir 
abad XX, tepatnya saat Melayu Muslimmenerima konsep otomonomi, upaya 
tersebut sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan 
kesediaan lembaga-lembaga pendidikan di Thailand untuk memasukan materi-
materi Islam dan budaya Melayu di berbagai programnya. Walaupun diwarnai 
oleh perdebatan yang menggambarkan pro-kontra dari para petinggi 
penyelenggara pendidikan nasional dengan mengenai konten Islam dan 
muslim dalam konteks epistemologi ilmu pengetahuan Islam, independensi, 
eksistensi, integrasinya terhadap kebangsaan dan peradaban Thailand, namun 
faktanya konten Islam dan budaya Melayu kini resmi menjadi salah satu 
program pendidikan umum di Thailand. Mayoritas penyelenggara pendidikan 
Islam di Thailand menilai keberhasilan program konten Islam mampu 
beradaptasi dengan tuntutan kehidupan masyarakat Thailand yang mayoritas 
Budha. Dampaknya sangat positif. Pemerintah (para penentu kebijakan 
pendidikan) di Thailand menilai program konten Islam dan budaya Melayu 
merupakan satu-satu cara mengintegrasikan kepentingan minoritasdalam 
bentuk pendidikan keyakinan diajarkan ke populasi Muslim di Thailand yang 
kian mengalami progresivitas. Agar pendidikan kaum minoritas mudah 
mengikuti regulasi pendidikan nasional. Dengan demikian, program 
radikalismeyang sering kali mengganggu adaptasi umat Islam dengan 
komunitas lain dapat terintergrasikan secara penuh.Namun, reformasi 
pendidikan Islam dalam kontek Thailand tidak otomatis memperkuat posisi 
posisi umat Islam dalam politik. 
Fenomena ini menarik, mengingat implementasi  konten keislaman oleh 
pemerintah Thailand bukan sekedar tawaran basa-basi politik, tetapi telah 
menginspirasi pengembangan pendirian pendidikan kombinatif, karena 
berusaha mengkombinasikan konten Islam dengan kajian-kajian ilmu 
pengetahuan umum lainnya. Sistem pendidikan nasional Thailand nampaknya 
memahami bahwa, studi Islam sebagai bagian dari masyarakat Muslim 
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Thailand dan ilmu pengetahuan secara umum harus dijalankan dengan 
berimbang. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada isolasi ataupun tuduhan 
bernada diskriminasi, karena semua berjalan secara transparan, inhern dan 
integratif. Sebagai tindaklanjut, Thailand merupakan salah satu negara di Asia 
Tenggara yang memasukkan konten Islam dalam kurikulumnya, bukan sebagai 
kurikulum yang independen atau pembeda dari perguruan tinggi lainnya, tetapi 
sebagai subjek reguler di lembaga-lembaga pendidikan formal di seluruh di 
negara tersebut. 
Tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolahnya, Perguruan Tinggi 
(PT) di Thailand pun bisa jadi merupakan contoh perguruan tinggi yang 
mengimplementasikan kebijakan kurikulum konten Islam yang menarik untuk 
dikaji (ditiru). Di tengah-tengah hiruk pikuk kebijakan pemerintah yang syarat 
dengan politik, dalam rangka mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang  
didasarkan atas upaya bersama dari instansi politik perlu dipromosikan dan 
diadopsi oleh dunia lainnya. Selain itu, Thailand adalah negara Asia Tenggara 
yang memiliki gagasan dalam pendidikan yang mengadopsi ilmu-ilmu 
keislaman, penelitian dan pengembangan yang tentunya mempunyai arti 
penting di dengan struktur keilmuan Islam di Indonesia.  
Pendidikan Islam di Thailand umumnya dapat dibagi menjadi tiga jenis. 
Tipe pertama adalah sekolah yang disponsori pemerintah. Jenis sekolah 
menawarkan pendidikan Islam dalam hubungannya dengan nasional 
kurikulum. Bahasa pengantar adalah Thailand. Tipe kedua adalah sekolah 
Islam swasta. dalam beberapa daerah, sekolah ini disebut sebagai madrasah. 
Sistem itu menawarkan beberapa materi non-agama, sepertiilmu pengetahuan 
danmatematikasertabahasa asing (Arab dan Ingris). Jenis ketiga adalah 
pondok19 dengan system pendidikan yang sangat sederhana dalam struktur 
tradisisonal yang menjadikan masjid sebagai sentralnya.20 
                                                          
19 Istilah pondok, mengacu pada gubuk yang ditinggali oleh sekelompok anak laki-laki pada mereka 
belajar agama. Sebuah pondok biasanya bersifat personal atau bersumber dari dana pribadi sangan 
guru atau imam.  
20 Anthony D. Medrano,  Islamic Education in Southern Thailand: A Photo Essay ANTHONY D. 
MEDRANO University of Hawai‘i at Manoa, Volume 7, Issue 2, Spring 2007 (Special Edition: 
Islam in Southeast Asia), 57. 
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Namun dari ketiga tipe tersebut dapat digabung menjadi dua model 
pendidikan. Pertaman, sistem pendidikan yang dikelola pemerintah yang 
berlaku di seluruh Thailand, tak terkecuali yang ada di Thailand selatan. 
Kedua, sistem pendidikan dengan struktur kurikulum pendidikan berbasis pada 
Islam. Sistem pendidikan ini banyak ditemui di Thailand Selatan, seperti 
Satun, Songkhla, Pattani, Yala dan Narathiwat. Sistem ini mengadopsi 
pendidikan model pondok pesantren di Indonesia. Mereka memadukan antara 
agama dan ilmu pengetahuan umum melalui Bahasa Thai. Sedangkan pondok 
pesantren di sisi lain, mengajarkan pelajaran hanya berdasarkan agama melalui 
bahasa Jawi atau Bahasa Arab.  
Bagi komunitas Muslim Thailand, bahasa Jawi bukan hanya merupakan 
lambang atau identitas Melayu, tetapi menjelaskan kecenderungan yang kuat 
untuk mempertahankan entitas keseluruhan komunitas ini, baik symbol social 
maupun simbol agama. Pada umumnya, sekolah-sekolah ini memiliki 
infrastruktur dan fasilitas minim. Ruang kelas yang sangat tidak memadai 
dengan perpustakaan yang buruk dan beberapa sumber pengajaran lainnya 
yang tidak tersedia. Ada kekurangan guru yang sangat drastis untuk mengampu 
mata pelajaran kurikulum nasional. Akhirnya, sekolahan ini sering 
mengandalkan relawan untuk membantu. Dalam konteks pendidikan saat ini, 
barangkali system pondok bisa dikatakan ketinggalan zaman. Namun, sikap 
pemilik yang dalam banyak kasus adalah keturunan dari Tok Guru atau guru 
agama tradisional yang cenderung protektif dan konservatif sebenarnya lebih 
menguntungkan gerakan Islam itu sendiri. Visi pondok yang cenderung simple 
memang harus diperpanjang dan dalam waktu yang juga panjang. Investasi ini 
barangkali akan lebih menguntung bagi perjuangan gerakan Islam di Thailand 
dari pada keberhasilan jangka pendek kecil semacam.  
Cara-cara dan modelpelestarian tradisi yang sekarang di luar konteks di 
masyarakat saat ini, mungkin saja sesuai dalam kontek memeprtahankan 
orisinalitas agama, tetapi kurang sesuai dalam konteks pendidikan. Karena 
sebenarnya yang dibutuhkan oleh gerakan Islam di Thailand hingga saat ini 
adalah pengembangan integrasi siswa dalam masyarakat, bukan 
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pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan. Jika itu yang dipertahankan 
hingga saat ini, maka akibatnya sekolah akan gagal merespon setiap kemajuan 
dan tidak akan ada perubahan dalam masyarakat, karena sekolah menjadi 
kurang kompetitif. 
Dilema lain adalah ketika standar nasional yang ditetapkan sangat 
tinggi, sementara sekolah Islam (swasta) masih sangat rencah capainnya. 
Mereka tidak banyak mengambil potensi biaya pendidikan dari pemerintah 
untuk mengejar ketertinggalan, tetapi justru mereke lebih senang menarik 
biaya pendidikan dari para orangtua.Jika mereka tetap bertahan dengan model 
seperti ini, tentu mereka tidak akan mampu mengejar standar pemerintah.  
Pada akhirnya, tetap saja, meskipun mereka sudah melek huruf, tetapi 
masih menyisakan banyak maslah social dan politik. Kurikulum agama di 
dalam sistem pendidikan pondok memang rirancang dan diatur oleh para 
gurunya. Mereka yang mendirikan pondok pada umumnya juga merupakan 
alumni sekolahan sistem pondok. Minimnya pengalaman sistem dan 
pengelolaan pendidikan sangat membatasi pondok untuk ikut bersaing dengan 
alumni dari sistem pendidikan formal. Memang, pondok dirancang dalam 
kerangka melihat dunia dengan cara yang mereka ajarkan melalui pendidikan 
pemahaman dan desain mereka sendiri. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa, 
akomadasi antara pendidikan agama dan pendidikan formal nampaknya harus 
segara direalisasikan. Karena, alumni mereka harus mampu bersaing dengan 
alumni pendidikan formal, sehingga gerakan Islam di Thailand bukan sebagai 
sebuahmimpi tetapi mendekati kenyataannya.  
Akibatnya, sangat sulit untuk mendapatkan pendekatan terpadu sebagai 
pemimpin Islam di Thailand Selatan yang terfragmentasi dan bahkan mungkin 
bersaing satu sama lain.  
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Karena keragaman penafsiran, maka terjadi keragaman model dan 
sistem pendidikan pondok. Meskipun Dewan Islam daerah memiliki tanggung 
jawab untuk memantau ajaran agama dalam wilayah mereka, tidak ada 
persyaratan untuk setiap guru untuk menyesuaikan diri dengan interpretasi 
disepakati atau terpusat. Mesklipun demikian, tidak benar jika sekolah-sekolah 
agama dan pondok bakal menjadi tempat berkembang biakyang potensial bagi 
ajaran sesat. Hanya saja, kreativitas di dalam sistem ini perlu ditingkatkan, 
karena pada umumnya sistem pendidikan ini lebih banyak mengadopsi cara-
cara tradisional yang lebih sesuai dengan konteks masa lampau dari pada 
respon kekikinian. Akibatnya, banyak alumni pondok yang tidak mampu 
meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di universitas.  
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Kesenjangan ini nampaknya dinikmati oelh para pemegang politik 
integrasi di Thailand. Kurangnya hibah dan sumbangan yang masuk ke 
sekolah-sekolah ini menyebabkan kesulitan besar. Di beberapa pondok siswa 
harus membeli dan memasak makanan mereka sendiri dan membangun 
akomodasi dengan biaya sendiri. Namun, meskipun semua kesulitan, para 
siswa senang dan bersedia untuk tinggal di sekolah,karena mereka merasa 
perlu dan membutuhkan pendidikan Muslim. Pengabaian sekolah Islam di 
Selatan Thailand merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia. Tetapi, 
dalam perspektif politik, tindakan ini bisa jadi dibenarkan, selama berfungsi 
mengontrol kepatuhan dan mendatangkan keuntungan politik. Pengabaian 
terhadap pendidikan yang merupakan penyumbang utama untuk kapasitas 
setiap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah 
pengkhiatan kemanusiaan. Akibatnya, sekolah-sekolah Islam belum berhasil 
dalam melindungi pemuda dari "kekuatan moral yang merusak". Sekolah Islam 
hanya mampu memperkuat karakteristik budaya Muslim tertentu daripada 
mengembangkan identitas Islamnya. 
Instansi pemerintah idealnya tampil dan yang mendorong lebih keras 
agar sekolah-seklah tersebut dibangun dijalankan berdasarkan standar sistem 
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pendidikan. Instansi pemerintah harus memastikan bahwa, sekolah menjaga 
standar mutu, meskipun itu sekolah Islam. Tetapi, sistem pendidikan telah 
disengaja untuk dihadapkan pada kepentingan politik. Dalam beberapa kasus 
simpati negatif terhadap sekolah Islam yang dibiarkan terhambat, sehingga 
mengurangi daya saing sekolah-sekolah Islam terhadap sekolah-sekolah 
umum. Pada gilirannya, mereka tidak akan pernah mampu tampil sebagai 
pemimpin atau pengambil kebijakan publik.  
Inilah alasan mengapa, pendidikan Islam dengan model bahasa Jawi 
hanya mampu bertahan beberapa decade saja. Sebab, pemerintah Thailand 
melihat ada muatan politik dibalik eksistensi pondok atau sekolahan yang 
berbasis pada agama dengan model bahasa Jawi ini. Pemerintah menganggap 
aka nada perlawanan dan eksistensi yang semakin meluas jika hal ini dibiarkan 
begitu saja. Secara politik, pemeritah perlu melakukan penetrasi dan kebijakan 
ekstrim terkait penghapusan model pendidikan semacam ini. Pemerintah 
mengeluarkan kebijakan penyeragaman bahasa komunikasi dan pengenalan 
beberapa ilmu pengetahuan umum untuk mengurangi materi keagamaan dalam 
sistem pendidikan di seluruh wilayah Thailand. Meskipun ada kebijakan yang 
kelihatannya agak ramah, namun sebenarnya ada agenda besar yang telah 
dirancang oleh pemerintah.Hal ini tentu memiliki beberapa tujuan di antaranya 
adalah untuk mengontrol aktivitas politik dan sekaligus meniadakan entitas 
Melayu dan pada akhirnya adalah agama.  
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mulai meng-upgrade sistem 
pendidikan berbasis pondok di wilayah basis praktek pendidikan pondok, yaitu 
di daerah Thailand Selatan. Pemerintah memperkenalkandua jam pendidikan 
agama dengan mata pelajaran modern lainnya seperti matematika dan ilmu 
pengetahuan dan wajib melakukan praktik-praktik keagamaan di setiap 
minggu di sekolah provinsi selatan. Selain itu, serangkaian buku teks (modul 
dan daras) juga diterbitkan oleh kementerian pendidikan. Minoritas Muslim 
tidak merepon dengan baik inisiatif pemerintah pusat. Merekatidak 
sepenuhnya menjalankan kebijakan pemerintah pusat, bahkan cenderung 
menjauhkannya dari pendidikan Islam yang telah mapan berkembang di 
57 
 
kalangan umat Islam Melayu. Mereka jugatidak menjalankan bahasaSiam  
berdasarkan sekolah pemerintah Thailand, justru pada saat yang sama mereka 
benar-benar memperkokoh bahasa Jawi dalam sistem lembaga keagamaan 
berdasarkan sistem pondok dan sistem pendidikan agama. 
Bahasa Jawi (Melayu) benar-benar menjadi bahasa pemersatu segala 
entitas masyarakat Muslim di Thailand. Islam dan budaya Melayu sebagai 
dasar identitas merupakan entitas yang berbeda dengan entitas Thailand dan 
Budha. Oleh karena itu sangat tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan 
bahasa ini. Sebaliknya, pandangan Muslim selatan tentang “niat baik” 
pemerintah pusat Thailand Buddha sebagai manifestasi dari intra- 
kolonialisme negara. Hal ini tentu akan dianggap sebagai sebuahpeniadaan 
pada agama dan identitas etnik mereka. Tentu tidak semudah membalikkan 
telapak tangan, pemerintah harus bekerja keras. Faktanya, mereka tidak ragu-
ragu untuk memberontak terhadap kebijakan pemerintah pusat. Beberapa 
analisis justru, perang dingin ini tidak pernah menemukan solusinya. Otonomi 
daerah di bawah kendali rakyat Muslim di daerah Thailand selatan juga tidak 
pernah direalisasikan. Alih-alih berbuat baik, pemerintah Thailand justru 
menguasaisektor pendidikan. Sekolah-sekolah Muslim dikendalikan oleh para 
administrator non- Muslim yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Mereka yang 
dikirim justru sama sekali tidak memilikipotensi apapun terkait pendidikan 
Islam, masyarakat lokal, budaya dan bahasa.  
Dari perspektif ekonomi, hampir tidak pernah ada upaya serius dari 
pihak pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian daerah itu atau 
meningkatkan swasembada. Akibatnya kesenjangan melebar semakin muncul 
antara tindakan pemerintah di satu sisi dan tuntutan lokal dan aspirasi di sisi 
lain. Kegagalan perjuangan minoritas selalu berakhir dengan gerakan 
separatis.Tidak ada negosiasi yang selevel, setara dan berimbang antara 
gerakan-gerakan separatis dengan pemerintah Thailand. Sementara itu, 
kekuasaan pemerintah Thailand pusat tidak akanpernah membawa perdamaian 
di kawasan itu, justru sebaliknya membahayakan kedua belah pihak. Proses 
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asimilasi yang gagal pun, berakhir pada dominasi kekuasaan pemerintah pusat 
semakin kuat. Kompromi dialogis yang digagas mampu menjernihkan suasana 
pun seakan hanyalah merupakan istirahat sesaat dalam rangka menyusun 
kekuaan dan strateginya masing-masing.  
Sistem pendidikan minoritas muslimtradisional pada dasarnya 
menganut sistem pendidikan tradisional Melayu di kalangan masyarakat 
Melayu di wilayah Thailand Selatan. Sistem ini boleh dikatakan cukup paralel 
dengan system pendidikan yang dari Siam dalam hal metode dan organisasi 
pembelajaran, tetapi system ini benar-benar berbeda dalam hal materi dan 
media pengajaran. Sebelum sistem pondok berlaku, sistem pendidikan Melayu 
memfokuskan diri pada keterampilan membaca (Melayu dan Arab), menulis 
(Melayu dan Arab) dan agama (Islam: menghafal al-Quran). Meskipun 
demikian, bahasa Jawi yang merupakan bahasa lokal dari selatan Thailand 
mendominasi dan diterima sebagai bahasa utama dalam system pengajaran dari 
tingkat SD. Sementara itu, Arab dimanfaatkan sebagai media pengajaran pada 
tingkat menengah dari sistem pondok. 
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Seiring dengan perkembangan di bagian lain dari dunia Muslim, di 
Thailand komunitas Muslim, tetap kokoh menjalankan kehidupan beragama 
mereka dalam jalur tradisionalis daripada cara-cara reformis. Meskipun 
demikian, kini telah terjadi perkembangan yang pesat pada dunia pendidikan 
Muslim Thailand. Peningkatan yang begitu pesat dalam pendidikan kaum 
Muslim dapat dilihat di Chiang Rai di utara sampai ke selatan negara itu. 
Hanya saja secara umum, ada kontras yang besar secara ekonomi antara 
Muslim pedesaan Thailand Selatan dan seluruh masyarakat. Tingkat 
kemiskinan di kalangan Muslim di Thailand Selatan masih sangat tinggi. 
Akibatnya banyak orang tua Muslim pedesaan lebih memilih untuk 
menyekolahkan anaknya ke salah satu dari ratusan sekolah-sekolah Islam di 
bagian selatan negara itu. Banyak, jika tidak sebagian besar sekolah-sekolah 
ini didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat sendiri menyediakan 
pendidikan Islam di samping kurikulum nasional sekolah dasar dan menengah. 
D. Gerakan Islam Thailand Kontemporer 
Kemunculan kembali pemberontakan Muslim Thailand selatan ditandai 
dengan konflik horizontal yang terjadi selama pemerintahan Thaksin. Pejabat 
digunakan kekuatan yang berlebihan dan darurat militer diberlakukan di 
Selatan. Kekerasan terus berlangsung sebagai akibat dari gelombang protes 
dihapuskannya etnis Melayu Muslim. Tiga puluh tujuh militan Muslim tewas 
dalam blockade Masjid Krue Se dengan perintah tembak dan membunuh bagi 
kelompok pemberontak. Beberapa pihak menuduh pemberontakan itu dipicu 
oleh ajaran sebuah buku yang diterbitkan di Kelantan, Malaysia. Dalam 
beberapa provokasinya, ajaran al-Qur'an dituduh sebagai pemicu gelombang 
pemberontakan. Jihad untuk memisahkan Pattani dan memusnahkan orang-
orang yang berbeda agama menjadi tawaran klasik dalam tuduhan tersebut.  
Beberapa kelompok mengkritiksikap pejabat pemerintah yang dikirim 
untuk bekerja di Sekolah-sekolah di Thailand Selatan. Sebagian besar mereka 
adalah tokoh-tokoh Buddha yang sangat sensitif terhadap budaya dan model 
kritik Muslim Tahiland selatan.Muslim Thailand di seluruh negeri melihat 
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konflik di Selatan sebagai hasildari sejarah yang unik di wilayah ini dan terkait 
dengan sentimen etnis Melayu. Dalam sudut pandang tertentu, umat Islam di 
Thailand selatan melihat ayat al-Qur’an Surat al-Mumtahanah ayat 8 sebagai 
sebuah pandangan global terhadap universalitas kemanusiaan yang harus 
ditegakkan secara adil, tanpa melihat suku, agama dan etnis. Tetapi, dalam 
sudut pandang yang lain, mereka merasa telah diperlakukan tidak adil dan ada 
unsure kesengajaan dari pemerintah untuk menghilangkan identitas mereka 
(agama dan etnis). Ini yang membuat ayat “Allah tidak melarang kamu untuk 
berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu 
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”, diinterpretasikan sebagai 
sebuah seruah untuk berjihad dalam rangka mempertahankan diri sebagai 
wujud yang independen. 
Pandangan yang kontras nampak sangat berbeda dati kelompok Muslim 
non-selatan dan kelompok-kelompok non-muslim lainnya, bahwa apa yang 
sejatinya terjadi di dalam masyarakat Muslim Thailand adalah semata konflik 
tentang etnisitas,bukan agama. Mereka melihatnya sebagai masalah politik 
yang membutuhkan solusi politik. Merekatidak memberikan dukungan untuk 
pemberontakan selatan.Muslim Thailand berpendapat bahwa pemerintah 
Thailand menawarkan kebebasan beragama yang cukup untuk praktekIslam 
sebagai agama dan budaya. Bahkan, kebebasan beragama tersedia untuk 
Muslim Thailandmungkin tidak tersedia di banyak negara Muslim. Muslim 
Thailand menikmati kebebasan beragamamereka di Thailand. Pemerintah yang 
tidak menempatkan pembatasan praktik keagamaan dan kegiatan budaya 
mereka. Justru pemerintah dan kelompok-kelompok lain bersedia membantu 
orang selatan belajar bagaimana Muslim dapat hidup berdampingan 
denganlain. 
Beberapa pihak menyayangkan Muslim Thailand, sebab selama 
beberapa dekade, Muslim Thailand telah menjadi lebih politis terlibat dan blak-
blakan ditingkat nasional dan internasional, terutama dalam kaitannya dengan 
agama, budaya, dankeprihatinan akan hilang etinis Melayu. Sejak diadopsinya 
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monarki konstitusional pada tahun 1932, Muslim Thailandtelah berpartisipasi 
dalam kegiatan politik nasional.Pemerintah Thailand juga telah memberikan 
pengakuannya dalam sistem politik. Di beberapa kepentingan politik Thailand 
kelompok Muslimjuga diberikan hak untuk mewakili partai politik yang 
berbeda dalam pemilihan parlemen. ThaiPolitisi Muslim mewakili konstituen 
mayoritas Muslim Selatan yang memiliki keprihatianan terhadap masalah 
perkembangan yang dihadapi umat Islam, seperti pendidikanameliorasi, 
kemajuan ekonomi, kebebasan budaya, agama dan pengakuan politik. 
Pada tahun 1988, politisi berbahasa Melayu membentuk faksi 
politikyang dikenal dengan Wahdah. Partai ini prioritasnya adalah mengatasi 
masalah perkembangan yang dihadapi Muslim Melayu melalui sistem politik. 
Faksi politik ini memberikan gambaran mengenai perjuangan kelas 
etnisMelayu Thailand dalam sebuah gerakan bekerja untuk mencapai tujuan 
Muslim Thailand. Wahdah melihat dirinya sebagaikelompok politik 
independen siap mendukung pihak yang berkomitmen untuk Thai Muslim. Ini 
pertama bersekutu dengan Partai Aspirasi Baru atau New Aspiration Party 
(NAP),yang didirikan pada tahun 1990.Anggota yang mewakili Wahdah di 
cabinet berasal dari mereka-mereka yang berbahasa MelayuTahun 1992, 1995, 
1997, dan 2001. 
Integrasi Muslim Thailand lebih jauh ke dalam sistem politik adalah jelas 
dalam jumlah Muslimpolitisi yang telah memenangkan kursi di parlemen 
provinsi dan badan-badan nasional di daerahyang mayoritas Budha atau 
konstituen dicampur. Penunjukan Surin Pitsuwanlebih lanjut menunjukkan 
keterlibatan politik pergeseran Muslim dalam politik Thailand.Pitsuwan 
menjabat sebagai wakil menteri urusan luar negeri 1992-1995, dan sebagai 
menteriLuar Negeri dari tahun 1997 ke tahun 2001. Surin saat ini menjabat 
sebagai sekretaris jenderalPerhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN). 
Merespon representasi politik Muslim yang semakin mengalami 
progresivitas, pemerintah Thailand juga mengakomodir kebijakan untuk 
mengakomodasi tuntutan sosio-religius masyarakat Muslim 
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Thailand.Misalnya, wanita Muslim diperbolehkan untuk mengenakan jilbab di 
gambar untuk dokumen resmi, seperti kartu identitas, paspordan di tempat-
tempat kerja formal. Pemerintahjuga telah memfasilitasi pengaturan perjalanan 
untuk haji tahunan ke Arab Saudi.Mereka juga diberikan libur resmi. Di 
Selatan pemerintah mengizinkan perayakan festival keagamaan sepertiIdul 
Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Bahkan, pemerintah memberikan sertifikasi 
halaluntuk produk yang diproduksi oleh perusahaan makanan Thai.  
Selain itu, pemerintah mengakuikantor Chularajmontri, atau Shaikh al-
Islam, sebagai kepala resmi dari Muslim Thailand dan memberdayakan Komite 
Islam Pusat Thailand dan di Provinsi ada Dewan Urusan Islam untuk 
mengelola urusan Muslim pada tingkat nasional dan pada tingkat 
provinsi.Namun, perkembangan ini nampaknya mengalami kemunduran, 
setelah kebangkitanpemberontakan pada tahun 2004 dan Wahdahberkoalisi 
dengan Thai Rak Thai (TRT). Wahdah kehilangan dukungan rakyat, sehingga 
pada tahun 2005, politisi Wahdah kehilangan kursi mereka di parlemen. 
Setelah kudeta pada 2006,yang menandai berakhirnya rezim Thaksin, faksi 
Wahdah mengundurkan diri (berpisah) dari TRT. Dalam pemilihan parlemen 
2007, Wahdah berkoalisi dengan PPP, tapi mereka hanya mendapatkan dua 
kursi. 
Namun demikian, mayoritas Muslim Thailand kini tidak lagi 
mempermasalahkan perbedaan agama dan etnis Melayu, karena kini mereka 
berafiliasi kepada negara sebagai warga negara Thailand. Muslim Thailand 
saat ini justru banyak melibatkan diri ikut mengambil peran dengan menjadi 
warga negara yang baiksebagai kompatibel terhadap ajaran sosial Islam. 
Mereka antusiasbergabung dalam perayaan menghormati Raja Bhumibhol 
Adulyadej di tahun ke-60kenaikannya ke tahta Thailand. 
Kesuksesan pemerintah Thailand mengambil hati umat Islam, tidak 
hanya di Selatan, merupakan hasil dari terpenuhinya tuntutan umat Islam 
selama puluhan tahun terhadap beberapa hal yang signifikan. Diantanya, 
diabaikannyabidang ekonomi, kekurangankesempatan kerja bagi umat Islam 
lokal di sektor publik dan swasta, budayaketidakpekaan birokrasi, kurangnya 
63 
 
pengakuan terhadap agama Islam, bahasa, dankeragaman budaya dalam 
pemerintahan Thailand. Solusi membutuhkan usaha yang lebih besar dari 
pemerintah Thailanduntuk memenuhi tuntutan penduduk Muslim Melayu. 
Sebuah proses perdamaiandi Thailand Selatan akan meredakan kekhawatiran 
pemerintah tentang ancaman kaum minoritas Muslim selama ini. Langkah 
praktis yang perlu diambil untuk melaksanakan rekomendasi saat ini adalah 
dengan mempercepat proses akuntabilitas untuk membangun kepercayaan 
penduduk Muslim serta pemberian wewenang untuk ikut berpartisipasi 
mengelola konstitusi Thailand. Selain itu, pemerintah juga harus mengenal 
karakter hukum Islamyang selama ini diyakini oleh etnis Melayu Pattani, atau 
bahasa Jawi sebagai bahasa resmi di wilayah tersebut. Karena, meskipun 
hubungan Muslim-Budha diThailand telah kondusif, di mana umat Islam 
mampu hidup berdampingan dengan umat Buddha Thailand, tetapi negara 
harus menjaga dialog politik dengan Muslim Melayudan harus ada pengakuan 
keragaman etnoreligius dan budaya yang melekat dalam masyarakat Thailand. 
Ini akan memberikan kontribusi untuk membangun perdamaian secara 
keseluruhan dan pluralisme agama. 
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BAB V 
PUNUTUP 
 
 
 
A. Kesimpulan 
Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana gerakan keagamaan (Islam) 
berinteraksi dengan gerakan politik dalam waktu yang bersamaan. Kasus saling 
memiliki hubungan atau relasi dapat dipersepsikan dalam bentuk struktur 
analisis komprehensif. Sebuah tinjauan literatur dan obervasi lapangan 
meskipun sangat singkat tentang perspektif fenomenologis-antropologis dapat 
ditemukan titik temu antara relasi-relasi yang dominan. Penelitian ini 
membidik gerakan keagamaan yang dilakukan dan segdang bergerak untuk 
menunjukkan bagaimana paradigma interdisipliner biasanya dipelajari secara 
kritis atau perspektif konstruktivis juga dapat didekati dari sudut pandang 
fenomenologis. Studi kritis baik keterbelakangan sosial politik di negara-
negara berkembangdan kekerasan struktural dapat dilihat atau dijadikan 
sebagai sebuah tema penelitian dengan pendekatan tersebut. 
Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi 
agama yang kemudian dikonsiderenkan dengan antropologi. Yang peneliti 
maksudkan adalah fenomenologi sebagai sebagian dari kajian keseluruhan 
kebudayaan manusia yang muncul sepanjang sejarah umat manusia di dunia. 
Fenomenologi memahami semuanya itu dengan cara memperhatikan, 
mendeskripsikan dan memperbandingkan asas-asas kehidupan agama, seperti 
doa, iman, kurban, objek yang kudus, dosa, upacara, keterlibatan, harapan, 
makna penderitaan, pembebasan, sakral, profane dan mistis. Bagaimana 
sebuah pemahaman dapat digunakan untuk mengetahui gejala-gejala 
kepercayaan dan ritus suatu agama dan membandingkannya dengan agama lain 
atau bahkan dengan fenomena yang lain. Oleh karena itu yang dapat diperoleh 
dari fenomenologi adalah hakikat yang sama dari gejala yang berbeda. 
Gerakan keagamaan dan sosial politik mengacu, baik kebebasan dari 
keinginan maupun kebebasan dari dominasi kelompok tertentu. Ini sebuah 
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konsep yang telah mempengaruhi beberapa bidang seperti studi pembangunan 
internasional, hubungan internasional dan studi aktivitas sosial dan politik. 
Pada inti dari gerakan keagamaan adalah kekhawatiranuntuk kesejahteraan 
holistik dari individu. Gerakan keagamaan menegaskan bahwa agar seorang 
individu atau kelompok untuk menjadi independen dibutuhkan kesempatan 
untuk mendapatkan ruang kebabasan berekspresi, pendidikan dan pencapaian 
lain yang menunjukkan kesetaraan.  
Gerakan Islam dalam bentuk agama, budaya dan pendidikan merupakan 
hal mendasar bagi umat Islam, pada umunya, khususnya masyarakat Melayu 
Muslim di Thailand. Secara teoritis, di samping sebagai agama, Islam 
seharusnya dipresntasikan sebagai sebuah pengetahuan dan pendidikan. Islam 
dan Muslim akan selamanya terikat dengan sumber-sumber dari al-Qur'an dan 
Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam secara simbiotis tak terpisahkan 
dari pengetahuan dan pendidikan. Melayu Muslim di Thailand sebagai sebuah 
negara “bukan Islam” memberikan porsi yang seobyektif mungkin. Gerakan 
untuk memperjuangan dan merealisasikan Islam, sebagai agama, budaya dan 
sistem pendidikan Islam harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 
Islam (agama, budaya dan sistem pendidikan) tidak ada kaitannya dengan 
politik. Kewajiban politik yang memang potensial untuk menggandeng Islam 
agar tetap potensial, seharusnya diletakkan sebagai sebuah hak yang harus 
diberikan kepada setiap warga negara dan setiap manusia. Oleh karena itu, 
realisasi dari setiap ajaran Islam tidak mungkin terwujud tanpa landasan yang 
kuat dalam pengetahuan yang luas tentang Islam itu sendiri. Konsep 
pengetahuan dalam Islam adalah holistik dan praktis.  
Melayu Muslim dan segala macam gerakannya disesuaikan dengan 
suatu keharusan untuk mempromosikan martabat manusia dan meningkatkan 
kepribadian manusia Muslim di tengah-tengah hiruk-pikuk peradaban ekonomi 
kapitalis. Keaksaraan Islam didefinisikan secara luas sebagai kemampuan 
untuk membaca, memahami al-Qur'an, mengetahui prinsip-prinsip dan praktek 
dasar Islam untuk memfasilitasi praktek iman adalah wajib bagi umat Islam 
tanpa memandang latar belakang mereka. Demikian juga, di Thailand Melayu 
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Muslim. Meskipun Islam adalah satu-satunya agama yang diakui, tetapi prinsip 
akuntabilitas individu dalam Islam mewajibkan Muslim untuk 
memperhitungkan segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. Apa yang mereka lakukan atau yang tidak mereka lakukan, 
apa yang mereka katakan atau tidak katakan, apa yang mereka makan dan apa 
yang mereka pikirkan. Hal ini jelas bahwa umat Islam membutuhkan 
bimbingan melalui pengetahuan, gerakan, dakwah dan pendidikan untuk 
membantu mereka menghadapi kehidupan sehari-hari. 
Dalam konteks sejarah perkembangan korps ulama  di Asia Tenggara 
dan khususnya di Thailand, ada hal yang sangat menarik, yaitu hubungan 
antara agama, budaya, pengetahuan, pendidikan dan kekuasaan.  
1. Kelas dominan menggunakan pendidikan untuk mereproduksi pengaruh 
mereka dalam masyarakat serta untuk menciptakan mode baru dominasi 
sebagai masyarakat menjadi lebih kompleks. 
2. Pesanan politik dan sosial dipertahankan melalui dua cara utama: kekuatan 
material dan simbolik. Kekuatan material diwakili dalam kapasitas fisik 
negara, polisi atau militer, misalnya. Kekuatan simbolik , secara 
tradisional diabadikan di bidang agama. Dalam masyarakat industri 
modern sekolah telah mengambil tempat agama. Kedua agama dan 
pendidikan, memang, dapat dianalisis sebagai sistem kekerasan simbolik. 
Melalui pendidikan, elit yang dominan dalam masyarakat memperbanyak 
diri, mendapatkan akses ke beberapa bidang tenaga dan menegaskan 
kembali otoritas mereka. 
3. Hubungan antara elit dominan dalam masyarakat dan reproduksi budaya 
sangat rumit. Para elit yang dominan memperoleh kebiasaan sosial 
perbedaan dan diferensiasi berdasarkan akses mereka terhadap 
pendidikan, didefinisikan dalam arti yang lebih luas. Dengan kekuatan 
pendidikan mereka diperoleh dan hubungan yang berarti, mereka 
memperoleh kemampuan untuk membedakan (jarak dan kontrol pada 
waktu yang sama) diri mereka dari kelas-kelas lain. Perbedaan sosial atau 
pengakuan adalah tujuan akhir dari kelas dominan. 
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4. Ada polarisasi elit ke elit borjuis yang berutang kekuatannya untuk 
pendidikan dan elit bangsawan yang berasal kekuatannya dari bentuknya 
mewarisi kekuasaan budaya dan material. 
 
B. Saran dan Rekomendasi 
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, penulis, mengharapkan 
semoga para peneliti berikutnya ada yang menyempurnakannya. Dengan 
demikian, penelitian akan menjadi sangat utuh dibaca dan memberikan 
gambaran yang lebih kongkrit tentang tema-tema perjuangan dan gerakan 
masyarakat Melayu Muslim di Thailand. Misalnya, dari segi waktu mungkin 
lebih bisa ditambah, sehingga memungkinkan diskusi dengan para narasumber 
yang benar-benar memahami dan melakukan serta pelaku utamanya.   
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